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          ST. HATIJAH ARSYAD (B111 10 033). Ganti Kerugian Bagi 
Tersangka Yang Mengalami Tindakan Upaya Paksa Tidak Sah Oleh 
Penegak Hukum di Kabupaten Gowa. Dibimbing oleh Prof. Dr. 
Muhadar, SH.,MS. selaku pembimbing l dan Hj. Haeranah, SH.,MH. 
Selaku pembimbing ll. 
          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
pemberian ganti kerugian bagi tersangka yang mengalami tindakan upaya 
paksa tidak sah oleh penegak hukum di kabupaten gowa dan untuk 
mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan 
ganti kerugian bagi tersangka yang mengalami tindakan upaya paksa 
tidak sah oleh penegak hukum di Kabupaten Gowa. 
          Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa, khususnya pada 
Kepolisian Resort Gowa, Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan 
masyarakat Kabupaten Gowa, guna melakukan wawancara dengan pihak 
yang berkompeten, menyebarkan kuisioner kepada masyarakat, dan 
mengambil data yang relevan, serta dengan melakukan studi kepustakaan 
dengan memilah berbagai literatur dan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pemberian ganti 
kerugian bagi tersangka yang mengalami tindakan upaya paksa tidak sah 
oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Gowa belum optimal, hal ini 
didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat 
Kabupaten Gowa, sangat sedikit yang mengetahui adanya ganti kerugian 
dari negara apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat 
penegak hukum. Sementara, masih terdapat tersangka maupun mantan 
tersangka yang pernah mengalami ataupun sementara mengalami 
tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum di Kabupaten 
Gowa. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan ganti 
kerugian bagi tersangka yang mengalami tindakan upaya paksa tidak sah 
oleh penegak hukum di Kabupaten Gowa,yaitu,  Kendala ketidaktahuan, 
Kendala budaya, Kendala psikologi, Kendala undang-undang yang 
mengatur, Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
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A. Latar Belakang 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar 
atas hukum (rechtstaat) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan 
belaka (machtstaat). Hal ini ditegaskan dalam Amandemen Ketiga 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 
ayat (3) yang berbunyi : “negara Indonesia adalah negara hukum”. Di 
dalam suatu negara hukum atau Rule of law sesungguhnya mempunyai 
sendi-sendi  yang  sifatnya  universal  dan  bahkan cukup  fundamental,  
seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya 
aturan hukum yang mengatur  tindakan negara atau pemerintah dalam 
arti tindakan aparatur negara tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  
secara  hukum. Dapat digambarkan  bahwa  antara  negara  hukum  dan  
penegakan  hak  asasi  manusia merupakan  satu  mata  uang  dengan  
sisi  yang  berbeda. Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut 
perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem   hukum  dan  
keefektifan  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)  dalam  rangka 
perlindungan hak asasi manusia. 
Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai berbagai 
peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya, baik 
yang mengatur hubungan orang perorang yang biasa disebut dengan 
hukum privat, maupun hukum yang mengatur hubungan antar manusia 
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sebagai makhluk individu dengan negara yang biasa disebut dengan 
hukum publik. Dalam hukum publik, negara sebagai organisasi kekuasaan 
wajib menjalankan tugasnya tanpa ada perlakuan diskriminatif. Hal ini 
dapat dikaitkan dengan hasil Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”. Setiap orang yang terbukti melakukan kesalahan 
atau tindak kejahatan harus mendapat hukuman sesuai dengan kesalahan 
atau kejahatannya tanpa memandang status sosial  orang tersebut.  
Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang tidak terbukti melakukan  suatu 
kesalahan maka sudah sepantasnya orang tersebut dibebaskan. 
Aparat penegak hukum terkadang dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangannya bertindak tidak berdasarkan prosedur sebagaimana 
ditentukan dalam undang-undang. Misalnya, dalam melakukan tindakan 
upaya paksa kepada tersangka seperti melakukan penangkapan, 
penahanan, penyitaan, atau penggeledahan yang tidak berdasarkan Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). 
Namun perihal tersangka yang mengalami hal tersebut diberikan hak oleh 
KUHAP untuk menuntut ganti kerugian atas tindakan yang tidak sah 
tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 
14 Tahun 1970 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  yang 
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berbunyi : Bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan 
diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut 
ganti kerugian dan rehabilitasi”. 
Sebelum undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diterapkan di 
Indonesia, belum ada peraturan mengenai ganti kerugian. Dalam hukum 
acara pidana lama pun tidak diatur mengenai masalah itu kecuali melalui 
proses perdata yang didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum  
(onrechtmatige daad) atau perbuatan melanggar hukum oleh penguasa 
(onrechtmatige overheisdaad) yang tercantum dalam Pasal 1365 Burgelijk 
Weetbook (BW). (Andi Hamzah, 2001 : 193) 
Penjabaran ketentuan mengenai ganti kerugian  tercipta setelah 
lewat 11 tahun, yaitu lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
pada akhir tahun 1981 yang tercantum dalam Pasal 95 sampai dengan 
Pasal  101. Akan tetapi ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana tersebut masih kurang sempurna karena masih perlu 
dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan (peraturan pemerintah) antara 
lain ketentuan yang tegas mengenai dalam hal-hal apakah ganti kerugian 
ini dapat diberikan dan bagaimana hakim menilai besarnya ganti kerugian 
tersebut. Di negara Belanda hal ini diserahkan kepada pertimbangan 
hakim dan didasarkan kepada pertimbangan keadilan dan kebenaran. 
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Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang 
Pelaksanaan KUHAP (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 
No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), untuk menjawab  masalah 
ganti kerugian di dalam KUHAP yang masih kurang penjabarannya, maka 
diharapkan seseorang yang dikenakan tindakan upaya paksa seperti 
ditahan, dituntut, maupun diadili yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dapat memperjuangkan haknya untuk memperoleh 
keadilan. 
Meskipun Undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya 
sudah dianggap lengkap untuk memberikan jaminan terhadap orang yang 
dikenakan upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur  
dalam undang-undang dapat menuntut ganti kerugian terhadap negara 
namun sesuai dengan prapenelitian yang telah dilakukan oleh penulis 
dilapangan sangat sedikit yang mengajukan praperadilan melaui 
pengadilan untuk menuntut ganti kerugian terhadap negara.   
Berangkat dari berbagai uraian latar belakang di atas, terkhusus 
pada uraian yang terakhir disebutkan, penulis dengan ilmu yang masih 
sangat terbatas melihat sebuah permasalahan dalam hukum pidana kita 
khususnya yang terkait dengan ganti kerugian dan berniat untuk 
memberikan sumbangsih pemikiran untuk menjawab permasalahan dalam 
suatu penelitian dengan mengangkat judul “Ganti Kerugian Bagi 
Tersangka Yang Mengalami Tindakan Upaya Paksa Tidak Sah Oleh 
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Penegak Hukum di Kabupaten Gowa, lebih memfokuskan lagi dan 
mempersempit pembahasan, penulis memilih untuk membahas Ganti 
Kerugian jenis kompensasi yaitu suatu bentuk  ganti kerugian yang berupa 
imbalan sejumlah uang dari negara terhadap tersangka yang dikenakan 
tindakan upaya paksa (penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan 
penyitaan)  yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
untuk memfokuskan penulisan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan 
rumusan masalahnya pada :  
1. Bagaimana implementasi pemberian ganti kerugian bagi tersangka 
yang mengalami tindakan upaya paksa tidak sah oleh penegak 
hukum di Kabupaten Gowa? 
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan ganti 
kerugian bagi tersangka yang mengalami tindakan upaya paksa 
tidak sah oleh penegak hukum di Kabupaten Gowa ? 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui  implementasi pemberian ganti kerugian bagi 
tersangka yang mengalami tindakan upaya paksa tidak sah oleh 
penegak hukum di Kabupaten Gowa. 
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam 
pemenuhan ganti kerugian bagi tersangka yang mengalami 
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tindakan upaya paksa tidak sah oleh penegak hukum di 
Kabupaten Gowa. 
D.  Kegunaan Penelitian 
 Hasil penelitian ini, diharapakan mempunyai kegunaan yaitu sebagai 
berikut : 
1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum 
pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada 
penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai ganti 
kerugian bagi tersangka yang mengalami tindakan upaya paksa 
tidak sah oleh penegak hukum di Kabupaten Gowa. 
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat 















A. Perlindungan Hukum 
                Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “perlindungan” berasal 
dari kata lindung yang berarti menempatkan dirinya di bawah sesuatu 
supaya jangan kelihatan, bersembunyi, bernaung, meminta 
pertolongan supaya selamat. Sedangkan kata perlindungan berarti 
tempat berlindung, perbuatan melindungi dan pertolongan. Dari 
pengertian ini terkandung dua makna yang penting, yakni :  
a. Wadah atau sarana yang dipilih dan dimanfaatkan oleh orang 
untuk berlindung atau menempuh/mengikuti suatu kegiatan; 
b. Tindakan orang, sekelompok orang, administrasi Negara atau 
institusi pemerintahan memberikan hak kepentingan dan 
kewajiban kepada orang lain melaui suatu regulasi, kebijakan 
atau keputusan. Tindakan demikian akibat pelanggaran atau 
dikhawatirkan akan terjadinya pelanggaran terhadap hak warga 
Negara. ( http:www.wikipedia/Perlindungan-Hukum/id) 
          Apabila istilah perlindungan digabungkan dengan kata “hukum” 
sehingga menjadi perlindungan hukum maka dapat diartikan sebagai 
suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warga 
negaranya dari berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikannya.                          
Perlindungan hukum bila dijelaskan dapat menimbulkan banyak persepsi, 
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perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap 
hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicederai oleh aparat 
penegak hukum dan bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum 
terhadap sesuatu. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan 
hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum maka secara tidak 
lansung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap 
hubungan hukum atas segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang 
diatur oleh hukum itu sendiri. 
          Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 
hukum untuk mewujudkan tujuan–tujuan hukum, yakni keadilan, 
kemanfaatan, dan kepastian hukum.  
          Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 
kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat 
preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif 
(pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis dalam 
rangka menegakkan peraturan hukum. 
    Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan Hukum bagi rakyat meliputi 
dua hal, yakni : 
1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum 
dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan 
atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat 
bentuk yang defenitif. 
2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana 
lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. 
          Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat 
Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan 
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari 
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pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. 
(statushukum.Com/perlindunganhukum.html/ perlindungan hukum -2) 
          Pada hakekatnya setiap orang berhak memperoleh perlindungan 
hukum, termasuk tersangka sebagai pihak yang telah melanggar hukum 
juga harus memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum 
diantaranya pada saat menghadapi prosedur pemeriksaan yang harus 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
          Menurut Satjipto Raharjo (Sugeng,2011:4) yang dikutip oleh 
Sugeng mengatakan bahwa : Perlindungan Hukum adalah memberikan 
pengayoman kepada hak asasi manusia  yang dirugikan orang lain dan 
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat  agar  mereka  dapat  
menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan  oleh hukum. 
          Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 
terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik tertulis 
maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu 
gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat 








1. Pengertian Tersangka/Terdakwa/Terpidana 
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 
(Pasal 1 ayat (14) KUHAP) 
Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di 
sidang pengadilan. (Pasal 1 ayat (15) KUHAP) 
Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.(Pasal 1 ayat (32) KUHAP) 
2. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa/Terpidana 
           Adapun hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana yang diatur dalam 
KUHAP, antara lain: 
1. Hak Untuk Segera Mendapatkan Pemeriksaan  
          Mengenai hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, diatur 
dalam KUHAP yaitu : 
    (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan 
selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. 
    (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh  
penuntut umum 
    (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. (Pasal 50 KUHAP)        
          Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 
KUHAP ini dikatakan, bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau 
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terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan 
terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak 
pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama 
tidak mendapatkan pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya 
kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang, dan tidak wajar. 
Selain itu juga mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, 
cepat,dan biaya ringan. (P.A.F.Lamintang-Theo Lamintang,2010:187) 
2).  Hak Untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti  
Untuk mempersiapkan pembelaan : 
a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa 
yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya 
pada waktu pemeriksaan dimulai; 
b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang 
dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. (Pasal 51 
KUHAP) 
          Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 
huruf a dan b KUHAP  dikatakan bahwa : 
a. Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka 
melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya 
disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin 
kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha 
pembelaan. Dengan demikian, ia akan mengetahui berat ringannya 
sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat 
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mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, 
misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum 
untuk pembelaan tersebut. 
b. Untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa 
diperiksa serta diadili disidang pengadilan atas suatu tindakan yang 
didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena 
sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa 
untuk pembelaan diri, sebab disanalah ia dengan bebas akan dapat 
mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi 
pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan 
menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan 
asing atau yang tidak menguasai bahasa Indonesia. 
(P.A.F.Lamintang-Theo Lamintang,2010:188) 
3).  Hak untuk memberikan keterangan secara bebas  
          Mengenai hak untuk memberikan keterangan secara bebas, diatur 
dalam KUHAP yaitu : 
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka    
atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada   
penyidik atau   hakim. (Pasal 52 KUHAP) 
        Ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP ini merupakan 
jaminan bagi seorang tersangka atau terdakwa bahwa ia akan 
diperlakukan secara wajar oleh penyidik ataupun  hakim.  
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        Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 
KUHAP di atas, telah dikatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat 
mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka 
tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu 
wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau 
terdakwa.  
4).  Hak untuk mendapatkan juru bahasa  
          Mengenai hak untuk mendapatkan juru bahasa, diatur dalam 
KUHAP yaitu : 
(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,     
tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat 
bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 
(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178. (Pasal 53 
KUHAP) 
          Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 
KUHAP  dikatakan bahwa, tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti 
bahasa Indonesia dengan baik, sehingga mereka tidak mengerti apa 
sebenarnya yang disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu mereka 
berhak mendapat bantuan juru bahasa. 
5). Hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum  
          Mengenai hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum, diatur 
dalam KUHAP yaitu : 
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Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat 
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam 
waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang 
ditentukan dalam undang-undang ini. (Pasal 54 KUHAP) 
6). Hak untuk memilih penasihat hukum  
          Mengenai hak untuk memilih penasihat hukum, diatur dalam 
KUHAP yaitu : 
Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54,  
tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. 
(Pasal 55 KUHAP) 
          Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 
KUHAP di atas merupakan jaminan-jaminan yang tidak kalah pentingnya 
dari jaminan yang telah diberikan oleh undang-undang terhadap tersangka 
atau terdakwa karena telah memberikan kesempatan bagi terdakwa atau 
tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat  hukum yang 
manapun yang ia kehendaki dan pada setiap saat ia memerlukan bantuan 
hukum tersebut. 
7). Hak untuk menghubungi penasihat hukum  
          Mengenai hak untuk menghubungi penasihat hukum diatur dalam 
KUHAP yaitu : 
(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan 
undang- undang ini. 
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 (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan 
penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan 
negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. (Pasal 57 
KUHAP) 
          Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP juga 
terkandung suatu asas, bahwa kepada tersangka atau terdakwa harus 
diberikan hak untuk dapat berbicara secara bebas dengan penasihat 
hukumnya, pada setiap saat selama ia berada dalam penahanan disemua 
tingkat pemeriksaan. 
          Menurut undang-undang hanya dalam dua hal hubungan yang 
bebas antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa itu dapat 
dibatasi, yakni : 
a. Apabila penasihat hukum ternyata telah menyalahgunakan haknya 
dalam pembicaraan dengan tersangka atau terdakwa , dan setelah 
diberi peringatan oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas 
lembaga pemasyarakatan, ia masih juga berbuat demikian (Pasal 
70 ayat (4) KUHAP). 
b. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, pejabat–pejabat 
di atas dapat mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (2) 
KUHAP). 
          Dalam Pasal 57 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa tersangka atau 
terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak 
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menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam 
menghadapi proses perkaranya. 
          Pada tingkat penuntutan atau pada tingkat pemeriksaan 
dipengadilan, masalah menghubungi perwakilan Negara asing yang 
warga negaranya sedang dituntut atau diadili biasanya tidak menjadi 
masalah, karena apabila pada waktu orang tersebut ditahan oleh penyidik, 
perwakilan negaranya telah diberitahukan soal penahanannya oleh 
penyidik, maka biasanya perwakilan Negara asing yang bersangkutan 
telah mengetahui tentang terjadinya penahanan terhadap warga 
negaranya melalui alat-alat di Indonesia. (P.A.F.Lamintang-Theo 
Lamintang,2010:202) 
8). Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi  
          Mengenai hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi, diatur 
dalam KUHAP yaitu : 
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk 
kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses 
perkara maupun tidak. (Pasal 58 KUHAP) 
9). Hak untuk diberitahukan keluarganya atas penahanannya  
          Mengenai hak untuk diberitahukan keluarganya atas 
penahanannya, diatur dalam KUHAP yaitu : 
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang 
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berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, 
kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau 
terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka 
atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi 
penangguhannya. (Pasal 59 KUHAP) 
         Ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 KUHAP ini hanya 
memberikan hak kepada seorang tersangka atau terdakwa yang 
dikenakan penahanan untuk meminta kepada penyidik , penuntut umum, 
atau kepada hakim, agar masalah penahanan terhadap dirinya 
diberitahukan kepada keluarganya atau kepada orang lain yang serumah 
dengan tersangka atau terdakwa atau kepada orang lain yang bantuannya 
dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan dari 
penangguhan dari penahanannya. (P.A.F.Lamintang-Theo 
Lamintang,2010:203) 
10).  Hak menerima Kunjungan Keluarga  
          Mengenai hak menerima kunjungan keluarga, diatur dalam KUHAP 
yaitu : 
1. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan 
atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan 
jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha 
mendapatkan bantuan hukum. (Pasal 60 KUHAP) 
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2. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan    
perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima 
kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada 
hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk 
kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. 
(Pasal 61 KUHAP) 
11). Hak menerima dan mengirim surat 
          Mengenai hak menerima dan mengirim surat, diatur dalam KUHAP 
yaitu : 
  (1).  Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat       
hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan 
sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk 
keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis 
menulis. 
    (2)  Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat 
hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, 
penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara 
kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat 
menyurat itu disalahgunakan. 
       (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau tedakwa itu ditilik atau 
diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat 
rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka 
atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada 
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pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik". 
(Pasal 62 KUHAP) 
   12). Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk 
umum 
           Mengenai hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara 
terbuka untuk umum, diatur dalam KUHAP yaitu : 
1. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dari rohaniwan. (Pasal 63 KUHAP) 
2. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka 
untuk umum. (Pasal 64 KUHAP) 
13). Hak mengajukan saksi yang menguntungkan 
          Mengenai hak mengajukan saksi yang menguntungkan, diatur 
dalam KUHAP yaitu : 
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan 
saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna 
memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. (Pasal 65 
KUHAP) 
          Seorang tersangka atau terdakwa sejak diperiksa oleh penyidik, 
seorang tersangka atau terdakwa berhak mengajukan saksi-saksi guna 
memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya. 
14). Hak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi 
          Mengenai hak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi, diatur 
dalam KUHAP yaitu : 
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Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya. (Pasal 68 KUHAP) 
          Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, 
ditahan, dituntut, diadili, ataupun dikenakan tindakan lain yang tidak sah 
menurut hukum atau pun tidak berdasarkan undang-undang. 
C. Sistem Peradilan Pidana 
1.   Pendekatan sistem Dalam Peradilan Pidana 
          Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme 
bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan 
dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai 
pemeriksaan disidang pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya 
polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti 
pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Usaha-usaha ini 
dilakukan, demi untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana.  
          Dalam rangka mencapai tujuan dalam peradilan pidana tersebut, 
masing-masing petugas hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) meskipun tugasnya 
berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem.  
Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan 
secara fungsional. Karena seperti yang diketahui bahwa penyelenggaraan 
peradilan tersebut, adalah merupakan suatu sistem, yaitu suatu 
keseluruhan terangkai yang terdiri dari atas unsur-unsur yang saling 
berhubungan secara fungsional.  
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          Dalam hal ini, peradilan pidana dipandang sebagai suatu sistem. 
Karena dalam peradilan pidana tersebut, terdapat beberapa lembaga 
yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan 
bidangnya serta peraturan yang berlaku. Walaupun dalam peradilan 
pidana itu terdapat berbagai komponen, akan tetapi sasaran semua 
lembaga tersebut adalah menanggulangi kejahatan. (Over coming of 
crime) dan pencegahan kejahatan (Prevention of crime ). Oleh karena itu 
sistem peradilan pidana itu harus dibangun dari proses-proses sosial di 
dalam masyarakat. Artinya sistem peradilan pidana dalam hal ini harus 
memperhatikan perkembangan dalam masyarakat. (Yesmil Anwar-
Adang,2009:28) 
          Uraian di atas telah menjelaskan bahwa peradilan pidana adalah 
merupakan bagian dari sistem  dalam masyarakat. Dalam hal ini, untuk 
membicarakan sistem peradilan pidana, sebelum kita sampai kepada 
pengertian sistem peradilan pidana itu, maka terlebih dahulu kita 
sebaiknya memulai dari pembicaraan tentang sistem itu sendiri, oleh 
karena itu bagaimana pun hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada 
ciri-ciri sistem itu juga. Dalam hal ini sistem mepunyai dua pengertian yang 
penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan 
keduanya sering bercampur begitu saja. Pertama,sistem sebagai suatu 
jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini 
menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. 
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Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk 
mengerjakan sesuatu. 
2.  Istilah dan Pengertian Sistem Peradilan Pidana 
          Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai “Criminal Justice 
Preocess) yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, 
penuntutan, dan pemeriksaan dimuka pengadilan, serta diakhiri dengan 
pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. (Yesmil Anwar-
Adang,2009:33) 
          Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh 
pakar hukum pidana dan para ahli dalam “criminal justice system” di 
Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja 
aparatur penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini 
terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 
1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam 
penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (law and order 
approach)dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut 
dikenal dengan istilah “law enforcement”. Istilah tersebut menunjukkan 
bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan 
dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan 
penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada 




         Frank Romington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang 
memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui 
pendekatan sistem (system approach) dari gagasan mengenai sistem ini 
terdapat pada laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian 
diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi 
nama “Criminal justice system” . istilah ini kemudian diperkenalkan dan 
disebarluaskan oleh “ The president’s Crime Commision”. Dalam kurun 
waktu akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970, Criminal Justice sebagai 
disiplin studi tersendiri telah muncul menggantikan istilah “law 
enforcement” atau police studies”. Perkembangan sistem ini di Amerika 
Serikat dan beberapa negara di Eropa menjadi model yang dominan 
dengan menitikberatkan pada “The Administrasi of justice” serta 
memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam 
penegakan hukum. (Yesmil Anwar-Adang,2009:33) 
          Dengan demikian, muncullah para ahli hukum pidana dan ahli 
peradilan pidana (criminal justice system), yang merupakan suatu 
pendekatan dengan menggunakan sistem dalam peradilan pidana dalam 
menanggulangi kejahatan. 
          Menurut Romli Atmasasmita istilah “criminal justice system” atau 
Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini sudah menjadi suatu istilah yang 
menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan 
mempergunakan dasar pendekatan system. 
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          Dalam peradilan pidana seperi yang dikemukakan oleh Romli 
tersebut, sistem tersebut mempunyai ciri : 
1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan 
pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga 
Pemasyarakatan); 
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh 
komponen peradilan pidana; 
3. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari 
efisiensi penyelesaian perkara; 
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan The 
Administration of justice.  
          Sedangkan Mardjono Reksodipoetra (Yesmil Anwar-
Adang,2009:35) memberikan batasan terhadap Sistem Peradilan Pidana  
adalah : sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-
lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan 
terpidana.  
    Lebih lanjut Mardjono Reksodipoetra (Yesmil Anwar-Adang,2009:35) 
mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana, adalah : 
1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;  
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 
bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang brsalah dipidana; 
3. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan 
tidak mengulangi lagi kejahatannya.  
          Bertitik  tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa 
empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, 
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pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan diharapkan dapat bekerja 
sama dan membentuk suatu Integrated Criminal Justice System 
    Hagan (Yesmil Anwar-Adang,2009:36) membedakan pengertian antara 
“Criminal justice process”  dan “Criminal justice system” . “Criminal 
justice process”  adalah  setiap tahap dari suatu putusan yang 
menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya 
kepada ketentuan pidana baginya. Sedangkan “Criminal justice system” 
adalah interkoneksi antara setiap keputusan dari setiap instansi yang 
terlibat dalam proses peradilan pidana. 
          Berdasarkan tentang batasan sistem peradilan pidana, tampak 
bahwa Mardjono tidak membedakan istilah “pengendalian” dan 
“penegakan hukum” sedangkan pendapat Romli Atmasasmita 
memberikan penjelasan berikut : 
Pengertian sistem peradilan dalam batasan tersebut di atas merupakan 
bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau 
melakukan pengekangan. Dalam istilah tersebut terkandung aspek 
manajemen dalam upaya menanggulangi kejahatan. Sedangkan apabila 
sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau 
law inforcement maka didalamnya mengandung aspek hukum yang 
menitikberatkan sebagai rasionalisasi peraturan perundang-undangan 
dalam upaya menanggulangi kejahatan yang bertujuan mencapai 
kepastian hukum (certainty). Di dalam pihak, apabila pengertian sistem 
peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social 
defence yang terkait pada tujuan menwujudkan kesejahteraan masyarakat 
maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang 
menitikberatkan pada kegunaan (espediency)”.  
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3.  Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 
        Menurut Yesmil Anwar dan Adang sistem peradilan pidana di 
Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, 
memiliki sepuluh asas sebagai berikut : 
1. Asas Persamaan atau Kesedarajatan Dimuka Hukum 
          Ini berarti tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga. 
Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman dengan tegas menyebutkan : 
   (1). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang. 
    (2). Dalam  perkara  perdata  Pengadilan  membantu  para  pencari  
keadilan  dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 
sederhana, cepat  dan biaya ringan. 
          Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : 
(1). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang. 
(2). Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan 
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
          Kemudian dijelaskan pula dalam Penjelasan umum angka 3 huruf a 
KUHAP yang menyebutkan: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang 
dimuka  hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. 
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          Dari apa yang disebutkan di atas nyatalah dalam memeriksa dan 
mengadili suatu perkara tidak ada diskriminasi, perbedaan baik tentang 
warna kulit, agama, atau keyakinan, kaya atau miskin, dan lain-lain. 
2. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) 
            Asas ini disebut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan juga dalam 
penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : 
Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan 
dimuka persidangan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai 
adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
memperoleh kekuatan hukum tetap.  
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi 
          sebagai tuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 95 KUHAP, 
sedangkan rehabiltasi diatur dalam Pasal 97. 
Pasal 95 KUHAP berbunyi : 
    1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian 
karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan 
tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 
   2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas 
penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang 
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai 
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orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, 
diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
77. 
    3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya 
kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang 
bersangkutan. 
    4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian 
tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk 
hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang 
bersangkutan. 
     5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada 
ayat (4)  mengikuti acara praperadilan. 
Pasal 97 berbunyi : 
(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan 
diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang 
putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam 
putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat.(1). 
(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau 
penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya 
tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan 
yang dimaksud dalam Pasal 77.  
4. Hak Memperoleh Bantuan Hukum 
           Setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai 
kemanusiaan, maka untuk kepentingan pembelaan dirinya yang disangka 
melakukan tindak pidana terhadap tersangka diberikan hak untuk 
memperoleh bantuan hukum. 
5. Hak kehadiran Terdakwa Dimuka Pengadilan  
            Ini berarti pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa, harus 
secara langsung dengan lisan, tidak bisa diwakilkan atau dikuasakan. 
Demikian pula dalam hal pembacaan putusan terdakwa harus hadir untuk 
mendengarkan isi putusan tersebut. 
6. Asas Yang Bebas dan Dilakukan Dengan Cepat dan Sederhana 
          Bebas, rumusan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 
dijabarkan dalam KUHAP. Asas peradilan bebas ini melingkupi asas 
lainnya yakni : cepat, sederhana, biaya ringan serta bebas, jujur, tidak 
memihak, Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang jelas, 
mudah dimengerti, biaya yang dapat dipikul oleh rakyat.  
7. Peradilan yang terbuka untuk umum  
           Pemeriksaan perkara terbuka untuk umum sehingga layaknya 
ramai termasuk pers dapat mengutip dan meliput jalannya suatu 
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persidangan yang tidak terbuka untuk umum (open baarheid) maka 
konsekuensinya batalnya putusan tersebut. 
8. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan 
pendakwaan terhadapnya.  
           Asas ini disebut dalam Angka 3 huruf g Penjelasan Umum KUHAP, 
yang menyatakan :  
 Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau 
penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang 
didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak 
untuk menghubungi dan minta bantuan  penasihat hukum.  
9. Pelanggaran atas hak-hak warga negara  
           Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus 
didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah 
tertulis. 
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan 
putusannya.  
          Yaitu yang memberikan kewajiban kepada pengadilan untuk 
mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.  
          Berkaitan dengan sepuluh asas yang dianut dalam sistem peradilan 
pidana berlandaskan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 maka dapat 
dikemukakan bahwa, mempertahankan sepuluh asas tersebut akan 
mengalami uji coba yang cukup berat. Dalam kenyataan praktik peradilan 
di Indonesia, sepuluh asas tersebut diatas sudah dikikis secara sistematis 
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dan kesinambungan sehingga yang tampak saat ini hanyalah retorika 
mengenai asas-asas bukan lagi reaita sari asas-asas tersebut. 
Konsekuensi logis dari anutan” due process of law “atau “proses hukum 
yang adil atau layak” dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, ialah 
bahwa sistem peradilan pidana Indonesia selain harus melaksanakan 
penerapan hukum acara pidana (sesuai dengan sepuluh asas) juga harus 
didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang menghormati hak-warga 
masyarakat. 
4.   Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 
          Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan 
mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses 
peradilan pidana sebagai berikut : 
1. Kepolisian 
           Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian 
adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
          Tugas utama dari kepolisian yaitu : 
1. Menerima laporan dan pengaduan dari publik  manakala terjadi 
tindak pidana; 
2. Melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana; 
3. Melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi 
syarat untuk diajukan kepengadilan; 
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4. Melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan 
memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses 
peradilan pidana. 
2. Kejaksaan 
          Peraturan perundang-undangan yang mengatur  tentang kejaksaan 
adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. 
          Tugas dan Wewenang kejaksaaan menurut Undang-undang No.16 
Tahun 2004 Pasal 30 sampai Pasal 37 yaitu : 
1. Dibidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan 
hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap putusan 
lepas bersyarat, melengkapi berkas dengan melakukan 
pemeriksaan tambahan; 
2. Dibidang perdata dan tata usaha Negara, dengan kuasa khusus 
mewakili Negara dan pemerintah; 
3. Dibidang ketertiban dan ketentraman umum, peningkatan 
kesadaran hukum bermasyarakat, pengamanan kebijakan penegak 
hukum, pengawasan aliran kepercayaan, yang dapat 
membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan 
penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, 
pengembangan hukum dan statistik criminal; 
4. Tugas lainnya, diantaranya menempatkan terdakwa dirumah sakit, 
memberi pertimbangan  hukum kepada instansi-instansi, 




          Keberadaan lembaga peradilan sebenarnya sudah dilengkapi 
dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang diharapkan 
menjadi bingkai kerangka normatif peradilan itu sendiri. Lembaga 
peradilan kehadirannya sudah dikawal dengan berbagai macam peraturan 
perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diganti dengan Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Lembaga peradilan berkewajiban untuk : 
1. Menegakkan hukum dan keadilan; 
2. Melindungi hak-hak terdakwa, saksi, dan korban dalam proses 
peradilan pidana; 
3. Melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; 
4. Memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; 
5. Menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik 
dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses 
peradilan ditingkat ini. 
4. Lembaga Pemasyarakatan 
           Sesuai dengan perubahan nama dari sistem penjara menjadi 
sistem kemasyarakatan, secara maknawi mengandung perubahan yang 
mendasar secara paradigmatik terhadap sistem pembinaan yang menjadi 
patron dari kehadiran Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) itu sendiri. 
Pengaturan mengenai bagaimana sistem organisasi, visi, misi, dan tujuan 
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dari sistem pemasyarakatan, telah diatur dengan lugas di dalam Undang-
Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. 
Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai : 
1. Menjalankan putusan pengadilan yang merupakan 
pemenjaraan; 
2. Memastikan perlindungan hak-hak narapidana;  
3. Melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; 
4. Mempersiapkan narapidana untuk kembali kemasyarakat. 
5. Pengacara (advokat) 
          Sebagai salah satu pilar (sub sistem), maka kehadirannya sangat 
penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, adil, 
menjamin kepastian hukum,dan  jaminan Hak Asasi Manusia untuk 
menciptakan inpendensi kekuasaan kehakiman. Keberadaan advokat 
secara perorangan maupun secara organisatoris, harus mampu menjadi 
faktor pendorong (impetus majority) dalam perwujudan sistem peradilan 
pidana yang terintegarasi. Undang-undang yang mengatur tentang 
advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 
      Fungsi advokat yaitu : 
1. Melakukan pembelaan bagi klien; 





D.  Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana  
1.  Penangkapan 
A. Pengertian Penangkapan 
          Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan 
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau 
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Vide 
Pasal 1 butir 20) 
B. Pihak Yang Berhak Memerintahkan Penangkapan 
1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik  
berwenang melakukan penangkapan (Vide Pasal 16 ayat (1) 
KUHAP) 
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu 
berwenang melakukan penangkapan. (Vide Pasal 16 ayat (2) 
KUHAP) 
C. Hal–hal yang harus Diperhatikan Dalam Melaksananakan Tindakan 
Penangkapan 
1. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga 
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup. (Vide Pasal 17  KUHAP) 
2. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga 
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang 
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cukup dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. (Vide Pasal 19 
ayat (1 ) KUHAP) 
3. Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas 
kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan 
surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah 
penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan 
menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara 
kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. (Vide 
Pasal 18 ayat (1)  KUHAP) 
4. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat 
perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera 
menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada 
penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. (Vide Pasal 18 
ayat (2) KUHAP) 
5. Dan setelah penangkapan itu  petugas yang melakukan 
penangkapan wajib memberikan tembusan surat perintah 
penangkapan kepada keluarganya. (Vide Pasal 18 ayat (3) 
KUHAP) 
D. Risiko Hukum Terhadap Penangkapan Yang Tidak Sah 
          Terhadap tindakan penangkapan yang diduga tidak sah, tersangka 
atau penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan pra peradilan 




2. Penahanan  
A. Pengertian Penahanan 
          Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat 
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum, atau hakim dengan 
penetapannya dalam hal dan menurut cara yang diatur lam undang-
undang. (Vide Pasal 21 KUHAP) 
B. Pihak Yang Berhak Melakukan Penahanan dan Masa Penahanan 
          Dalam kuliah Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan Pidana 
pada tanggal 05 februari 2013 oleh Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH.,MH, 
pihak yang berhak melakukan penahanan dan masa penahanan adalah 
sebagai berikut : 
Pejabat yang memerintahkan Perpanjangan 
Oleh Lama Oleh Lama Jumlah 
Penyidik 20 hari PU 40 Hari 60 Hari 
PU 20 hari K.P.N 30 Hari 50 Hari 
Hakim PN 30 hari K.P.N 60 Hari 90 Hari 
Hakim PT 30 hari K.P.T 60 Hari 90 Hari 
Hakim MA 50 hari K.M.A 60 Hari 100 Hari 
               400 Hari 
C. Dasar Penahanan 
          Terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan 
tindak pidana dapat dilakukan tindakan penahanan dengan dasar 
tersangka atau terdakwa dikhawatirkan : 
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a. Akan melarikan diri, atau; 
b. Merusak atau menghilangkan barang bukti; 
c. Dan atau mengulangi tindak pidana. 
          Maka perintah penahanan atau penahanan lanjutan dapat 
dilakukan, hanya terhadap atau terdakwa yang melakukan tindak pidana 
atau percobaan maupun pemberian bantuan tindak pidana dalam hal : 
1. Tindak pidana yang dengan ancaman hukuman penjara 
selama lima tahun atau lebih 
2. Tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat 
(4) butir b KUHAP 
D. Jenis-Jenis Penahanan 
          Menurut Pasal 22 KUHAP jenis-jenis penahanan, adalah sebagai 
berikut : 
1. Penahanan Rumah 
          Penahanan rumah adalah penahanan yang dilaksanakan di rumah 
tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan 
mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala 
sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan 
atau pemeriksaan sidang. 
2. Penahanan Kota 
          Penahanan kota adalah penahanan yang dilaksanakan dikota 
tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan 
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kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melapor pada waktu yang 
ditentukan. 
3. Penahanan Rumah Tahanan Negara 
          Sebelum ada rumah tahanan negara, maka penahanan dapat 
dilakukan dikantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, 
dilembaga pemasyarakatan, dirumah sakit dan dalam keadaan  memaksa 
dapat ditempat lain. 
E. Dasar Penangguhan Penahanan 
          Pasal 31 ayat (1) KUHAP penyidik atau penuntut umum atau hakim, 
sesuai kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan 
penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, 
berdasarkan syarat yang ditentukan. 
          Pasal 31 ayat (2) KUHAP, penangguhan dapat dicabut. 
          Syarat-syarat penangguhan yaitu : 
1. Mempunyai kesanggupan memenuhi syarat penangguhan; 
2. Tempat tinggal dan alamat yang tepat; 
3. Tidak akan melarikan diri; 
4. Adanya jaminan uang atau orang. 
          Masa penangguhan penahanan tidak termasuk sebagai status 
tahanan karenanya tidak dapat dijadikan pengurangan pada hukuman. 
(Penjelasan Pasal 31 KUHAP ) 
F. Resiko hukum terhadap penahanan yang tidak sah 
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          Terhadap tindakan penahanan yang juga tidak sah, tersangka atau 
penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan pra peradilan 
sebagai mana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) butir a KUHAP. 
3. Penggeledahan 
A. Pengertian Penggeledahan 
          Beberapa pengertian tentang penggeledahan sebagai mana 
dijelaskan dalam KUHAP, sebagai berikut : 
1. Menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan 
penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik memasuki rumah 
tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan 
tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
2. Menurut Pasal 1 angka 18 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan 
penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan 
pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari 
benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawahnya 
serta untuk disita. 
B. Tujuan penggeledahan 
          Tujuan penggeledahan adalah tindakan penyelidik atau penyidik 
untuk mendapatkan barang bukti untuk penyelidikan atau penyidikan 
sebagai bukti permulaan yang cukup, agar tersangka dapat ditangkap 
atau ditahan dan prosesnya dapat dilanjutkan ke tingkat penuntutan dan 
tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. (Andi Sofyan,2012:160) 
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C. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penggeledahan 
          Berdasarkan laporan, pengaduan atau tertangkap tangan tentang 
adanya peristiwa pidana sebagai tindak pidana maka untuk mendapatkan 
bukti-bukti (barang bukti) yang berhubungan dengan suatu tindak pidana 
tersebut menurut Pasal 32 KUHAP, bahwa untuk kepentingan penyidikan 
maka “penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau 
penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara 
yang ditentukan dalam undang-undang ini.  
          Adapun tata cara dan prosedur penggeledahan adalah sebagai 
berikut : 
1. Penggeledahan Biasa 
          Untuk penggeledahan biasa berpedoman pada Pasal 33 KUHAP : 
a. Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik 
dalam melakukan penyidikan dapat melakukan penggeledahan 
yang diperlukan; 
b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, 
petugas Kepolisian Negara Indonesia dapat memasuki rumah; 
c. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi 
dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya; 
d. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa 
atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal 
tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir; 
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e. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah 
rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya 
disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang 
bersangkutan. 
2. Penggeledahan yang sangat mendesak 
          Berpedoman pada Pasal 34 KUHAP  yaitu : 
1. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana 
penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk 
mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi 
ketentuan dalam Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan 
penggeledahan: 
a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam, 
atau ada dan yang ada diatasnya; 
b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, 
berdiam atau ada; 
c. Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;  
d. Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya. 
2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud 
dalam ayat (1). Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau 
menyita surat, buku dan tulisan lain, yang tidak merupakan benda 
yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, 
kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang 
bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak 
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pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan 
untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera 
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna 
memperoleh persetujuannya. 
3. Penggeledahan Rumah  
          Untuk melakukan penggeledahan rumah sebagaimana diatur dalam 
KUHAP, sebagai berikut : 
1. Menurut Pasal 125 KUHAP, bahwa apabila penyidik melakukan 
penggeledahan rumah, maka terlebih dahulu menunjukkan tanda 
pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya 
berlaku ketentuan dalam Pasal 33 dan 34. 
2. Menurut Pasal 126 KUHAP, bahwa pada saat penyidik dalam 
melakukan penggeledahan rumah, maka : 
1. Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil 
penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (5); 
2. Penyidik membacakan terlebih dahulu berita cara tentang 
penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian 
diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun 
tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua 
lingkungan dengan dua orang saksi; 
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3. Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau 
membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita 
acara dan menyebut alasannya. 
3. Menurut Pasal 127 KUHAP, bahwa : 
1. Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, 
penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat 
yang bersangkutan. 
2. Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang 
dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selam 
penggeledahan berlangsung. 
4. Menurut Pasal 36 KUHAP, bahwa penyidik dalam melakukan 
penggeledahan diluar daerah hukumnya, maka dengan tidak 
mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka 
penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan 
Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana 
penggeledahan itu dilakukan. 
5. Penggeledahan badan dan pakaian 
          Untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian, maka 
menurut Pasal 37 KUHAP, bahwa : 
1. Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya 
berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang 
dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan 
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yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda 
yang dapat disita. 
2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, 
penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau 
menggeledah badan tersangka. 
4.  Penyitaan  
A. Pengertian Penyitaan 
          Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan 
penyitaan adalah “ Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 
dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 
dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 
B. Tujuan Penyitaan 
          Penyitaan bertujuan agar untuk dipergunakan sebagai barang bukti 
dalam penyelidikan/penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat 
pemeriksaan persidangan dipengadilan.(Andi Sofyan,2012:166) 
C. Pejabat Yang Berwenang dan Prosedur Atau Tata Cara Penyitaan 
1. Menurut Pasal 38 KUHAP, bahwa dalam hal penyitaan, adalah : 
                   (1). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin 
Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
       (2). Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana 
penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk 
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mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi 
ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya 
atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh 
persetujuannya. 
2. Menurut Pasal 128 KUHAP, bahwa penyidik pada saat akan melakukan 
penyitaan, maka penyidik terlebih dahulu menunjukan tanda 
pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita. 
3.   Menurut Pasal 129 KUHAP, bahwa pada saat penyitaan dilakukan  
    maka : 
(1). Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang 
darimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat 
minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan 
disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dua orang 
saksi; 
(2). Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih 
dahulu kepada oaring dari mana benda itu disita atau keluarganya 
dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun 
orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua 
lingkungan dengan dua orang saksi; 
(3).   Dalam hal orang darimana benda itu disita atau keluarganya tidak 
mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita 
acara dengan menyebut alasannya; 
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(4).  Menurut turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik 
kepada atasanya orang darimana benda itu disita atau keluarganya 
atau kepala desa. 
4.   Menurut Pasal 130 KUHAP, bahwa terhadap barang sitaan: 
       (1). Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah 
menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, 
hari dan tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu 
disita dan lain-lainnya dan kemudian di beri label dan cap 
jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. 
       (2). Dalam hal benda sitaan tidak mungkin di bungkus, penyidik 
memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang 
ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada 
benda tersebut  
E.  Praperadilan  
1.   Pengertian Praperadilan  
          Pengertian praperadilan adalah sebagaimana termuat dalam Bab 1 
Ketentuan Umum, pada Pasal 1 butir 10 KUHAP yakni praperadilan 
adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus 
menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang : 
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan 
atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain 
atas kuasa tersangka; 
48 
 
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan 
keadilan; 
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka 
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang 
perkaranya tidak diajukan kepengadilan. 
          Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 77 KUHAP, yakni : 
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : 
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian   
penyidikan atau penghentian penuntutan; 
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang 
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau 
penuntutan. 
          Dilihat dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan 
lembaga yang berdiri sendiri dan bukan pula sebagai instansi tingkat 
peradilan yang berwenang memberi putusan akhir atas kasus pidana. 
Praperadilan suatu lembaga baru yang ciri dan keberadaannya: 
1. Berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada 
setiap Pengadilan Negeri, yang hanya dijumpai pada tingkat 




2. Praperadilan bukan berada diluar ataupun disamping maupun 
sejajar dengan Pengadilan Negeri; 
3. Administrasi yudisial, personal teknis, peralatan dan finansial 
takluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri yang berada di 
bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua 
Pengadilan Negeri. 
4. Tata laksana dan fungsi yustisialnya merupakan bagian dari 
fungsi yustisialnya itu sendiri. (M. Yahya Harahap, 1985 : 1) 
          Dari penggabungan ciri di atas, eksistensi dan keberadaan 
praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi 
merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan 
KUHAP pada setiap Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. 
2.   Tujuan Praperadilan 
          Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP, adalah 
untuk melakukan “Pengawasan secara horizontal” atas segala tindakan 
upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada 
tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar 
benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 
hukum dan undang-undang yang berlaku. (Andi Sofyan,2012:199) 
3.   Wewenang Praperadilan 
          Wewenang praperadilan yang diatur dalam undang-undang, 
sebagai berikut : 
1. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa 
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          Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus atau sah tidaknya 
“penangkapan dan penahanan”, jadi seorang tersangka yang dikenakan 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, dapat 
meminta kepada praperadilan untuk memeriksa atau tidaknya tindakan 
yang dilakukan penyidik kepadanya.  
          Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, 
bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dikenakan oleh 
pejabat penyidik bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 dan 
Pasal 24 KUHAP. ( Andi Sofyan, 2012 : 200) 
2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan. 
          Penyidik atau penuntut umum berwenang menghentikan 
pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Adapun alasan penghentian 
adalah sebagai berikut : 
a. Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat diketemukan alat-
alat bukti sah yang cukup 
          Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat 
(1)  KUHAP tidak terpenuhi ataupun alat bukti minimum dari tindak 
pidana tersebut tidak dijumpai atau tidak tercapai. Apabila demikian, 
penyidikan yang dilakukan kemudian dihentikan, demi menjaga hak 
asasi tersangka, serta demi kebenaran dan tegaknya hukum, selain itu 
guna menghindari adanya tuntutan ganti kerugian. 
b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana 
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          Peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana atau 
karena suatu pengaduan dari seseorang (korban) yang melaporkan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, namun kemudian secara nyata 
peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka penyidik 
kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut. Misalnya : 
bahwa peristiwa tersebut termasuk dalam lingkup keperdataan atau 
tergolong lingkup hukum perdata atau peristiwa itu hanya pelanggaran 
dalam hukum adat atau kebiasaan ataupun etika/tata krama atau 
termasuk tindakan administrasi atau tindakan hukum yang bersifat 
keagamaan (bukan penghinaan atas agama). (R.Soeparmono,2003 : 30) 
c. Penyidikan dihentikan demi hukum, karena memang menurut Undang-
undang atau yurisprudensi memang tidak dapat dilanjutan 
          Dalam hal ini penyidik akan menghentikan penyidikannya, antara 
lain : 
1. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia; 
2. Tersangka/Terdakwa menderita sakit jiwa, sehingga harus 
dimintakan pada Pengadilan Negeri agar ia dirawat di rumah 
sakit jiwa; 
3. Perkara tersebut telah pernah diputus dan berkekuatan tetap 
sehingga “ Nebis in idem”; 
4. Dalam hal delik aduan, ternyata tidak ada pengaduan apapun 
secara sah menurut hukum; 
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5. Dalam hal peristiwa hukum tersebut, ternyata telah kadaluarsa 
(verjaard); 
6. Dalam hal peristiwa tindakan hukum lain.(R.Soeparmono, 2003 : 
32) 
3. Memeriksa tuntutan ganti kerugian  
          Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang 
diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya pada 
praperadilan. Adapun dasarnya sebagai berikut : 
a. Karena tidak sahnya upaya paksa 
b.  Kekeliruan mengenai seseorang yang semestinya ditangkap, 
ditahan, atau diperiksa. 
4. Memeriksa permintaan rehabilitasi 
          Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan 
rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga, atau penasehat 
hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa berdasarkan 
undang-undang atau rehabiltasi atas kekeliruan mengenai orang atau 
hukum  yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang 
pengadilan. (M. Yahya Harahap, 1985 : 6) 
5. Praperadilan terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan 
          Penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan yang telah 
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Apabila  ternyata dalam 
pelaksanaan menyimpang diluar batas izin yang diberikan, dari asumsi 
kemungkinan adanya penyimpangan diluar batas surat izin yang 
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diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap penggeledahan dan 
penyitaan maka dapat diajukan ke forum praperadilan, baik yang 
berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun berkenaan dengan 
sah atau tidaknya penyitaan dengan beracuan pada penerapan : 
1. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau 
persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi wewenang 
praperadilan; 
2. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau 
persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri tetap dapat diajukan ke 
forum praperadilan dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit 
yakni : 
a. Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau 
persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tentang 
hal itu; 
b. Yang dapat dinilai oleh praperadilan terbatas pada masalah 
pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut, dalam 
arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin 
atau tidak. (M. Yahya Harahap, 1985 : 8) 
4.  Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan 
          Pihak yang berhak mengajukan praperadilan adalah sebagai 
berikut: 
1. Tersangka, Keluarga atau Kuasanya 
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(1). Menurut Pasal 79 KUHAP, “Permintaan pemeriksaan tentang 
sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan 
oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua 
Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya” 
(2). Menurut Pasal 124 KUHAP,” Dalam hal apakah sesuatu   
penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, 
keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu 
kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan 
praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan 
atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-
undang ini”. 
2. Tersangka, Ahli Warisnya Atau Kuasanya 
           Menurut Pasal 95 ayat (2) KUHAP “ Tuntutan ganti kerugian oleh 
tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta 
tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena 
kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan 
negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 KUHAP”. 
3. Tersangka, Terdakwa Atau Terpidana 
          Menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP, Tersangka, terdakwa atau 
terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, 
dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang 
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berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya 
atau hukum yang diterapkan. 
4. Penuntut Umum dan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan 
          Menurut Pasal 80 KUHAP, Permintaan untuk memeriksa sah atau 
tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan 
oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. 
5. Penyidik Atau Pihak Ketiga Yang Berkepentingan 
          Apabila penuntut umum telah melakukan penghentian penyidikan, 
maka penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak 
mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan oleh penuntut umum kepada Ketua Pengadilan 
Negeri dengan menyebutkan alasannya. 
6. Tersangka Atau Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Menuntut Ganti 
Rugi 
          Menurut Pasal 81 KUHAP, “Permintaan ganti kerugian dan atau 
rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat 
sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka 
atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua penpdilan negeri 






5. Pihak-Pihak Yang Dapat Dipraperadilankan 
          Mengenai pihak- pihak yang dapat dipraperadilankan menurut Pasal 
82 ayat (3) KUHAP adalah penyidik dan penuntut umum. Alasan-alasan 
yang menguatkan adalah : 
a. Penyidik  
1. Tidak sah penangkapan atau penahanan; 
2. Tidak sah penghentian penyidikan; 
3. Ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian; 
4. Ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya 
penangkapan atau penahanan; 
5. Ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya 
penghentian penyidikan. 
b. Penuntut umum 
1. Tidak sahnya penahanan; 
2. Tidak sahnya penghentian penuntutan; 
3. Ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya 
penghentian penuntutan. 
          Karena kurang adanya pemahaman ruang lingkup pemeriksaan 
praperadilan maka terjadi juga permintaan pemeriksaan praperadilan 
berdasarkan tidak disampaikannya : 
1. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau 




2. Pemberitahuan oleh penyidik tentang penghentian penyidikan demi 
kepentingan umum Pasal 109 ayat (2) KUHAP; 
3. Turunan surat ketetapan kepada tersangka atau keluarga atau 
penasehat hukum tentang penghentian penuntutan karena tidak 
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu 
tindak pidana. (M. Hanafi Asmawie, 1985 : 18) 
          Mengenai hakim dapat dikenai praperadilan apabila kita berdasar 
pada KUHAP mulai dari Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP maka tidak ada 
tercantum dalam satu pasal pun yang menyatakan bahwa hakim dapat 
dipraperadilankan. Mengenai hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia 
dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 14 tahun 1983 
tanggal 8 Desember 1983 menyatakan bahwa sehubungan dengan 
adanya permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap seorang hakim 
kepada Ketua Pengadilan Negeri terhadap Pasal 77 KUHAP maka 
permintaan itu harus ditolak. Alasan Mahkamah Agung adalah karena 
tanggung jawab yuridis atas penahanan itu tetap ada pada masing-masing 
instansi yang melakukan penahanan (pertama) tersebut, dan apabila yang 
melakukan penahanan tersebut adalah dalam rangka pemeriksaan oleh 
Pengadilan Negeri dimana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP 
berlaku padanya. 
          Kesalahan atau kekeliruan hukum dalam melakukan penahanan 
tidak dapat diajukan praperadilan karena penetapan penahanan itu 
dikeluarkan hakim untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, 
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sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan bila 
suatu perkara sudah mulai diperiksa maka permintaan praperadilan 
menjadi gugur. (Ratna Nurul Afiah, 1986 : 86) 
F.  Ganti Kerugian   
1.  Dasar Hukum  
          Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian 
dan rehabilitasi tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1970 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 
Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang 
berbunyi sebagai berikut : 
(1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa 
alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak 
menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat{1}); 
(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana 
tersebut dalam ayat (1)  dipidana. (Pasal 9 ayat {2}); 
(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, 
rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-
undang. (Pasal 9 ayat {3}). 
2.   Pengertian Ganti Kerugian 
          Di dalam Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke–22 
KUHAP, memberikan suatu batasan mengenai apa yang dimaksud 
dengan ganti kerugian, sebagai berikut : 
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Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas 
tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, 
ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
          Jadi apabila diperhatikan bunyi Pasal 1 angka  butir ke–22 KUHAP 
di atas, maka ada beberapa hal yang dapat diketahui tentang tuntutan 
ganti kerugian, yaitu : 
1. Ganti kerugian adalah merupakan hak tersangka atau terdakwa; 
2. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”; 
3. Hak atas sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau 
terdakwa atas dasar : 
1. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, 
penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-
undang; atau 
2. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-
undang;atau 
3. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang 
diterapkan.  
          Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP sama maksud 
dan tujuannya dengan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. 
Perbedaannya terletak hanya pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti 
kerugian dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Kalau pada Pasal Pasal 1 butir 
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22 KUHAP alasan hak menuntut ganti kerugian disebabkan karena 
ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, tanpa alasan yang berdasarkan 
Undang-undang atau kerena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang 
diterapkan, pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP ditambah satu unsur yakni 
karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasrkan undang-undang. (M. 
Yahya harahap, 1985 : 39) 
3. Yang Berhak Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian 
          Dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian pihak yang berhak 
mengajukan sebagaimana menurut Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, 
yaitu : 
1. Tersangka, Terdakwa atau terpidana; atau 
2. Tersangka atau ahli warisnya 
4. Alasan Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian 
          Alasan tersangka, terdakwa atau terpidana mengajukan tuntutan 
ganti kerugian adalah sebagai berikut : 
1. Menurut Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu : 
a. Karena penangkapan yang tidak sah, yaitu penangkapan yang 
tidak sesuai dan tidak berdasarkan undang-undang atau tindakan 
penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang 




b. Adanya penahanan yang tidak sah, artinya penahanan yang 
dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP. 
c. Dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang. 
          Tindakan lain disini yang dimaksud adalah tindakan upaya 
hukum lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, 
penyitaan barang bukti, penyitaan surat-surat yang dilakukan secara 
melawan hukum dan menimbulkan kerugian material. Hal ini 
dimaksudkan dalam Pasal 95 KUHAP karena dipandang perlu 
bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak privasi tersebut 
perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan melawan hukum. (Hari 
Sasangka, 1996 : 161) 
d. Dituntut dan diadili atau atas penangkapan atau penahanan serta 
tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak 
diajukan kepengadilan negeri, diputus disidang praperadilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP. 
2. Menurut Pasal 77 huruf b KUHAP jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP 
(Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 
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tentang Pelaksanaan KUHAP), yaitu “yang perkara pidananya 
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP dan sebagaimana yang 
diatur  dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a 
KUHAP. 
5. Batas Waktu Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian 
          Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang 
Pelaksanaan KUHAP, (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 
No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) bahwa batas waktu pengajuan 
tuntutan ganti kerugian, sebagai berikut : 
(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 
KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan 
sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.  
(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap 
perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat 
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b 
KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat 
pemberitahuan penetapan praperadilan.  
          Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 di atas sengaja 
dibagi menjadi dua pasal untuk membedakan cara memperhitungkan 




          Setelah lewat batas waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan 
berkekuatan hukum tetap atau sejak pemberitahuan penetapan 
praperadilan, maka hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian 
menjadi daluarsa dan tidak dapat diajukan lagi. 
6.  Besarnya Jumlah Ganti Kerugian 
          Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang 
Pelaksanaan KUHAP, (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 
No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), bahwa besarnya jumlah ganti 
kerugian, sebagai berikut : 
(1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan 
serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 
setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).  
(2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana 
dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan 
sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau 
mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 
3.000.000,- (tiga juta rupiah).  
7.  Instansi Yang Memeriksa dan Memutus Tuntutan Ganti Kerugian 
          Mengenai hal ini terlebih dahulu kita harus memahami ketentuan 
dalam Pasal 95 KUHAP, yang pada pokoknya ganti kerugian itu 
dibedakan, sebagai berikut : 
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a. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan 
kepengadilan (Pasal 95 ayat (2) KUHAP). 
b. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan kepengadilan 
(Pasal 95 ayat 1 jo. ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 KUHAP). 
          Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke 
pengadilan baik yang disebabkan karena tidak terdapat cukup bukti-bukti 
atau pun karena bukan merupakan tindak pidana, sedangkan kepada 
tersangka, telah dikenakan upaya paksa berupa penangkapan, 
penahanan, dan tindakan lain secara melawan hukum, maka dalam hal ini 
yang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian tersebut adalah 
praperadilan. 
          Dengan demikian, maka ditetapkan acara pemeriksaan 
praperadilan. Hakim yang bersangkutan setelah ditunjuk dan menerima 
perkaranya, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak dicatatnya perkara tersebut 
pada Register Perkara (bukan setelah ditunjuk), menetapkan hari sidang 
dengan memanggil tersangka (pemohon) serta pejabat yang berwenang 
guna didengar keterangannya. 
          Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 
(hari) harus sudah menjatuhkan putusannya. Jika pemeriksaan tentang 
permintaan praperadilan belum selesai (sedang berlangsung), sedangkan 
perkaranya sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka 
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permintaan pemeriksaan praperadilan tersebut dinyatakan gugur. (Pasal 
82 ayat (1) KUHAP). 
          Namun demikian putusan praperadilan pada tingkat penyidikan 
tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan 
praperadilan pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika diajukan 
permintaan baru. (Pasal 82 ayat (1e) KUHAP). 
          Putusan praperadilan berbentuk penetapan dan selanjutnya 
terhadap putusan praperadilan tersebut tidak dapat dimintakan banding 
(Pasal 83 ayat (1) KUHAP), dengan pengecualian putusan yang 
menetapkan tidak sahnya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, 
yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam 
daerah hukum yang bersangkutan.(Pasal 83 ayat (2) KUHAP). 
         Kemudian terhadap tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah 
diajukan kepengadilan, maka permintaan ganti kerugiannya diperiksa dan 
diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut. 
         Ketua pengadilan dalam hal ini sejauh mungkin menunjuk hakim 
yang telah mengadili perkara yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (4) 
KUHAP), maksudnya adalah bahwa hakim yang telah mengadili perkara 
tersebut lebih mendalami dan memahami perkara pidana yang menjadi 
pokok perkara. Dengan catatan proses pemeriksaan bagi tuntutan ganti 
kerugian itu mengikuti acara pemeriksaan yang diterapkan dalam 
praperadilan. (Djoko Prakoso,1988 : 113) 
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          Dalam Pasal 96 KUHAP ditegaskan, bahwa putusan ganti kerugian 
berbentuk penetapan serta memuat secara lengkap semua hal-hal yang 
dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. 
8. Prosedur Atau Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian 
          Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal yang 
mengatur prosedur atau tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian, 
yakni Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, serta pasal 77 
huruf b KUHAP. Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan sebagai  
berikut : 
1. Tingkat Pemeriksaan Perkaranya Hanya Sampai Pada Tingkat 
Penyidikan Atau Penuntutan.  
          Jadi, apabila perkaranya tidak dilanjutkan ke tingkat 
pemeriksaan di sidang pengadilan, artinya perkaranya hanya 
sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan dihentikan karena 
tidak cukup bukti atau bukan merupakan perbuatan melawan 
hukum, maka permintaan ditujukan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri, dengan cara sebagai berikut : 
a. Upaya pertama dilakukan dengan mengajukan proses 
praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau 
penghentian penyidikan atau penuntutan, kemudian setelah ada 
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penetapan praperadilan, barulah dilakukan tuntutan ganti 
kerugian. 
         Jadi ditempuh dua proses, yaitu proses pertama diperiksa 
tentang sah atau tidaknya tindakan  paksa, kemudian diajukan 
tuntutan ganti kerugian. Apabila tindakan itu sah, maka tuntutan 
ganti kerugian tidak dapat diajukan atau dinyatakan ditolak; 
sebaliknya apabila tindakan itu “dianggap tidak sah”, maka 
pemeriksaan meningkat kepada penilaian besarnya jumlah ganti 
kerugian yang dapat dikabulkan. 
b. Upaya kedua dilakukan dengan mengajukan proses 
praperadilan sekaligus dilakukan disamping untuk menentukan 
sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau 
penuntutan, kemudian setelah ada penetapan praperadilan, 
juga dilakukan tuntutan ganti kerugian.  
          Jadi ditempuh hanya satu proses, yaitu secara 
bersamaan proses diperiksa tentang sah atau tidaknya tindakan 
paksa, dan tuntutan ganti kerugian. Jadi apabila tindakan itu 
sah, maka tuntutan ganti kerugian juga ditolak atau dinyatakan 
ditolak; sebaliknya apabila “dianggap tidak sah”, langsung 
ditetapkan penilaian besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat 
dikabulkan. 
2. Tingkat Pemeriksaan Perkaranya Diajukan ke Pengadilan 
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           Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian apabila 
perkaranya sudah diajukan kepengadilan adalah sesuatu hal yang 
tidak menimbulkan permasalahan dalam tata cara pengajuannya, 
apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 
KUHAP (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 
tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), sekaligus dikaitkan 
dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. (Andi 
Sofyan, 2011 : 217) 
          Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut : 
1. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang 
Mengadili perkara yang bersangkutan, jadi bukan 
praperadilan tetapi pengadilan negeri yang berwenang 
memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian. 
2. Pengajuan ini hanya dapat dilakukan setelah adanya 
putusan pengadilan “Memperoleh kekuatan hukum yang 
tetap”. (Andi Sofyan, 2011 : 218) 
9. Prosedur Pembayaran Ganti Kerugian 
          Setelah ada putusan berupa penetapan, maka atas dasar 
penetapan Departemen Keuangan segera melaksanakan pembayaran 
kepada yang berkepentingan. Namun tidak sedemikian sederhana 
prosedurnya untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang 
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berkepentingan, yaitu diperlukan tata cara melalui beberapa instansi 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 27 
Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Kemudian diubah dengan 
Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), 
serta aturan yang digariskan dalam SK Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. 983/KMK.01/1983. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai 
berikut : (Andi Sofyan, 2011 : 218) 
1. Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) 
hari setelah penetapan diucapkan 
          Pengadilan negeri memberikan petikan penetapan pengabulan 
permintaan ganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Pemberian 
petikan ini dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penetapan 
dijatuhkan. 
          Dalam pemberian petikan penetapan  ganti kerugian kepada 
pemohon, belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran, jadi hanya 
sekedar pemberitahuan kepadanya tentang pengabulan permintaan ganti 
kerugian. 
          Petikan penetapan tersebut, juga diberikan kepada penuntut umum, 
penyidik dan dirjen anggaran Kantor Pembendaharaan Negara 
(selanjutnya disingkat KPN) setempat. 
2. Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana 
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          Setelah ada penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian, 
maka Ketua Pengadilan Negeri yang aktif berperan memintakan 
pelaksanaan pembayaran, bukan yang berkepentingan. Ketua pengadilan 
yang berwenang meminta pembayaran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 
Putusan Menteri Keuangan di maksud, dengan cara sebagai berikut : 
1. Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan penyediaan 
dana kepada Menteri Kehakiman melalui Sekretaris Jendral 
Departeman Kehakiman. 
2. Melampirkan penetapan ganti kerugian dalam permohonan 
pengajuan penyediaan dana. 
3. Menteri Kehakiman melalui Sekretaris Jendral Kehakiman 
mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi  
(Selanjutnya disingkat SKO) kepada Menteri Keuangan melaui 
Dirjen Anggaran. (M. Yahya Harahap,1985 : 66) 
          Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya 
pengajuan permintaan penyediaan dana oleh Ketua Pengadilan Negeri 
kepada Menteri Kehakiman berdasar permintaan pengajuan tersebut 
Sekjen Departemen Kehakiman : 
1. Mengajukan penerbitan SKO kepada dirjen anggaran, 
2. Permintaan penerbitan SKO diajukan Sekjen Departemen 
Kehakiman setiap triwulan atau setiap kali diperlukan 
3. Dirjen Anggaran Menerbitkan SKO 
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          Berdasarkan permintaan penerbitan SKO dari Sekjen Departemen 
Kehakiman, Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban bagian 
pembayaran dan perhitungan anggaran belanja negara rutin. 
1. Asli SKO disampaikan kepada yang berhak 
         Setelah SKO diterima oleh yang berhak, maka berdasarkan 
SKO pemohon segera mengajukan permintaan pembayaran 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 SK Menteri Keuangan No 
983/KMK.01/1983. 
2. Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat 
a. Permohonan pembayaran dilakukan melalui Ketua Pengadilan 
Negeri. 
b. Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permintaan 
pembayaran kepada KPN dengan melampirkan : 
1. Surat Keputusan Otoritas (SKO) 
2. Asli dan salinan atau fotocopy petikan penetapan. 
          Berarti, pada surat permintaan pembayaran ke KPN melalui Ketua 
Pengadilan Negeri, pemohon melampirkan SKO yang diterimanya. 
Demikian juga salinan atau fotocopy petikan penetapan ganti kerugian, 
ikut dilampirkan dalam permintaan. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri 





3. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN 
          Permintaan pembayaran diajukan oleh yang berhak ke KPN, 
melalui Ketua Pengadilan Negeri. Yang berhak tidak dapat langsung 
mengajukan permintaan pembayaran ke KPN. Dalam meneruskan 
permintaan pembayaran itu Ketua Pengadilan Negeri harus menyertakan 
Surat Permintaan Pembayaran (selanjutnya disingkat SPP). (M.Yahya 
Harahap, 1985  : 67) 
4. Berdasar SKO dan SPP, KPN, menerbitkan Surat Perintah Membayar 
(selanjutnya disingkat SPM) kepada yang berhak.  
          Apabila KPN telah menerima permintaan pembayaran dari Ketua 
Pengadilan Negeri, dan ternyata semua lampiran lengkap maka berdasar 
SKO dan SPP,KPN menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan Pasal 4 
ayat (1) SK Menteri Keuangan No 983/KMK.01/1983. Apabila KPN telah 
melaksanakan pembayaran ganti kerugian : 
1. KPN membubuhkan cap tanda telah membayar dalam asli 
petikan penetapan, 
2. Asli petikan penetapan yang telah dicap dikembalikan kepada 









A. Lokasi Penelitian 
Kegiatan penelitian dilaksanakan di daerah Kabupaten Gowa, 
tepatnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kepolisian Resort Gowa, 
dan penelitian langsung kepada masyarakat di Kabupaten Gowa. 
            Dipilihnya lokasi penelitian di Kabupaten Gowa dengan 
pertimbangan bahwa Kabupaten Gowa berdasarkan informasi media lokal 
merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang 
sedang berkembang baik dari segi ekonomi maupun pembangunannya, 
sehingga menurut penulis, hal tersebut akan diikuti pula dengan 
meningkatnya tingkat pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi di 
Kabupaten Gowa. 
B. Jenis Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Data primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
pihak yang berkompeten maupun data yang diperoleh dari 
kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Gowa.  
2. Data sekunder  
Data sekunder yaitu sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku, 
artikel-artikel ilmiah, jurnal hukum, serta berbagai macam peraturan 
74 
 
perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan 
dengan masalah yang akan diteliti. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
          Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan  cara 
sebagai berikut : 
1. Studi Lapangan  
Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada 
narasumber yang berkompeten serta dengan menyebarkan 
kuisioner kepada masyarakat di Kabupaten Gowa. 
2. Studi Pustaka 
Dalam hal ini, penulis melakukan penelaahan normatif dari 
beberapa peraturan perundang-undangan serta penelaahan 
literatur yang relevan dalam penulisan ini. 
D. Analisis Data 
Data-data yang diperoleh kemudian dikombinasikan dan 
dikomplemenkan oleh penulis dan dianalisis menggunakan content 
analysis untuk menghasilkan kesimpulan dan saran-saran. Data tersebut 
kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, guna memberikan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Sebelum penulis membahas mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan, maka terlebih dahulu penulis memberikan gambaran umum 
lokasi penelitian, yaitu sebagai berikut : 




Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 
5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah 
administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' 
hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. 
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   Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi 
Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah 
Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di 
sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan 
Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 
Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar 
dan Takalar. Ibukota Kabupaten Gowa adalah Kota Sungguminasa yang 
berada pada wilayah Kecamatan Somba Opu dan terletak pada jarak 6 
Km sebelah Selatan Kota Makassar. 
B. Luas Wilayah 
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama 
dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah 
penduduk Kabupaten Gowa adalah sekitar 652.941 jiwa. Wilayah 
Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah 
Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. 
Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-
bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni  Kecamatan 
Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 
Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa 
dataran rendah meliputi 9 Kecamatan yakni  Kecamatan Somba Opu, 
Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng 





Hasil penelitian dan pembahasan, adalah sebagai berikut : 
A. Implementasi Pemberian Ganti Kerugian Bagi Tersangka Yang 
Mengalami Tindakan Upaya Paksa Tidak Sah Oleh Penegak 
Hukum di Kabupaten Gowa 
Apabila seseorang dikenakan penangkapan atau penahanan atau 
tindakan lain (Penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan, dan 
penghentian penuntutan) serta  tersangka menganggap bahwa tindakan 
tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dalam 
undang-undang, maka tersangka, keluarga, atau pihak lain yang 
mendapat kuasa misalnya penasihat hukum/advokat dapat memintakan 
pemeriksaan praperadilan, dan apabila tindakan tersebut terbukti tidak sah 
maka tersangka berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melaui 
praperadilan. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri 










Register Permohonan Praperadilan Di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Tahun 2008 - 2012 
 Sumber : Pengadilan Negeri Sungguminasa  
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 tidak terdapat 
permohonan praperadilan, namun pada tahun 2009 mengalami 
peningkatan yaitu terdapat tiga permohonan praperadilan, dan putusan 
hakim menunjukkan tidak ada permohonan praperadilan yang dikabulkan. 
Pada tahun 2010 tidak terdapat permohonan praperadilan sedangkan 
pada tahun 2011, mengalami peningkatan yaitu sebanyak empat 
permohonan praperadilan dan putusan hakim menunjukkan tidak ada 
permohonan praperadilan yang dikabulkan. Pada tahun 2012 mengalami 
penurunan yaitu hanya satu permohonan praperadilan dan putusan 












1 2008 _ _ _ 
2 2009 3 _ 3 
3 2010 _ _ _ 
4 2011 4 _ 4 











Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama lima 
tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tidak ada 
permohonan praperadilan yang dikabulkan, dan gugatan yang masuk pun 
sangat sedikit yaitu hanya delapan permohonan praperadilan.  
Dari jumlah keseluruhan  permohonan praperadilan selama lima 
tahun terakhir yang terdapat pada tabel di atas, maka penulis 
mengklasifikasikan permohonan ganti kerugian terhadap negara bagi 
tersangka yang mengalami tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat 
penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa, diperoleh data sebagai berikut : 
Tabel 2 
Register Permohonan Ganti Kerugian Bagi Tersangka Yang 
Mengalami Tindakan Upaya Paksa Tidak Sah Oleh Penegak Hukum Di 












1 2008 _ _ _ 
2 2009 1 _ 1 
3 2010 _ _ _ 
4 2011 _ _ _ 











Sumber : Buku Register Permohonan Praperadilan Tahun 2008 - 2012 
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 tidak terdapat 
permohonan ganti kerugian sedangkan pada tahun 2009 terdapat satu 
permohonan ganti kerugian dan putusan hakim menunjukkan bahwa 
permohonan ditolak. Pada tahun 2010 tidak terdapat permohonan ganti 
kerugian, pada tahun 2011 tidak terdapat permohonan ganti kerugian, dan 
pada tahun 2012 tidak terdapat permohonan ganti kerugian. 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama lima selama 
lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 
hanya terdapat satu permohonan ganti kerugian terhadap negara bagi 
tersangka yang mengalami tindakan upaya paksa tidak sah oleh penegak 
hukum dan permohonan ganti tersebut pun ditolak. Permohonan ganti 
kerugian ini diajukan oleh Max Erasmus,dkk. Yang menuntut ganti 
kerugian senilai Rp.5000.00 (Lima ribu rupiah),  karena merasa dirugikan 
atas penyidikan yang dianggap tidak sah, yang dilakukan oleh Kepolisian 
Resort Gowa dan permohonan tersebut  pun  ditolak. 
Sedangkan penelitian terhadap masyarakat di Kabupaten Gowa, 
penulis mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 
masyarakat yang pernah mengalami tindakan upaya paksa (penahanan, 
penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan) dan terhadap masyarakat 
yang sementara menjalani masa penahanan.  
          Berdasarkan hasil kuisioner terhadap 22 responden masyarakat 
yang pernah mengalami tindakan upaya paksa (penahanan, 
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penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan) oleh aparat penegak 
hukum, dapat digambarkan sebagai berikut : 
Tabel 3 
Masyarakat Yang Pernah Dikenakan Tindakan Upaya Paksa Oleh 
Aparat Penegak Hukum 
 
No 
    
Implementasi Pemberian Ganti Kerugian 
Jawaban 
Ya Tidak 
1 Pernah mengalami penahanan oleh kepolisian 22 _ 
2 Pernah mengalami penahanan oleh 
jaksa/penuntut umum 
8 14 
3 Pernah mengalami penahanan oleh hakim 8 14 
4 Pada waktu anda akan ditangkap, diperlihatkan 
surat perintah penangkapan  yang mencantumkan 
nama anda 
7 15 
5 Pada waktu anda akan ditangkap, diperlihatkan 
surat tugas yang mencantumkan nama aparat 
kepolisian yang ditugaskan untuk  menangkap 
anda 
7 15 
6 Pada waktu anda akan ditahan, aparat kepolisian 
yang ditugaskan menahan anda menyampaikan 
foto copy surat perintah penahanan kepada 
keluarga anda 
7 15 
7 Polisi melakukan penggeledahan dan penyitaan 4 18 
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barang dirumah anda 
8 Barang yang disita berkaitan dengan kejahatan 
yang anda lakukan 
3 1 
9 Diperlihatkan surat izin penggeledahan dan 
penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 
Sungguminasa 
_ 4 
10 Pada saat penggeledahan dilakukan, disaksikan 
oleh dua orang saksi atau disaksikan oleh kepala 
desa/kepala lingkungan 
- 4 
11 Mengetahui adanya ganti kerugian dari negara 
kepada tersangka apabila dikenakan tindakan 
upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak 
hukum yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
3 19 
12 Pada saat menjalani proses hukum, anda 
didampingi oleh penasihat hukum/advokat 
_ 22 
Sumber : Hasil Kuisioner Terhadap Masyarakat Kabupaten Gowa  
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 22 responden masyarakat 
Kabupaten Gowa yang pernah mengalami tindakan upaya paksa oleh 
aparat penegak hukum, tujuh diantaranya mengaku tidak mendapat surat 
perintah penangkapan pada saat akan ditangkap dan terdapat tujuh 
mantan tersangka yang mengaku bahwa pada saat akan dilakukan 
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penahanan, aparat kepolisian yang ditugaskan untuk menahannya tidak 
menyampaikan fotocopy surat perintah penahanan kepada keluarganya.  
Sedangkan tindakan upaya paksa dalam hal penggeledahan dan 
penyitaan terdapat empat mantan tersangka yang pernah dikenakan 
tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh aparat kepolisian, dan  pada 
saat akan dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang dirumah 
mantan tersangka, keempat mantan tersangka tersebut tidak diperlihatkan 
surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dan keempat mantan tersangka tersebut mengaku bahwa 
pada saat penggeledahan dan penyitaan dilakuan tidak disaksikan oleh 
dua orang saksi atau disaksikan oleh kepala desa/kepala lingkungan.  
Selain itu tabel di atas menunjukkan bahwa dari 22 responden, 
terdapat 19 responden yang tidak mengetahui adanya ganti kerugian dari 
negara apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat 
penegak hukum dan hanya tiga responden yang mengetahui hal tersebut 
dan tidak terdapat responden yang didampingi penasihat hukum/advokat 
pada saat menjalani proses hukum. 
Berdasarkan hasil kuisioner terhadap 30 responden masyarakat 
Kabupaten Gowa yang sementara menjalani masa penahanan di 











Implementasi Pemberian Ganti Kerugian 
Jawaban 
Ya Tidak 
1 Pada waktu anda akan ditangkap diperlihatkan 
surat perintah penangkapan yang mencantumkan 
nama anda 
24 6 
2 Pada waktu anda akan ditangkap diperlihatkan 
surat tugas yang mencantumkan nama aparat 
kepolisian yang ditugaskan untuk menangkap 
anda 
24 6 
3 Pada waktu anda akan ditahan, aparat kepolisian 
yang ditugaskan menahan anda menyampaikan 
foto copy surat perintah penahanan kepada 
keluarga anda 
24 6 
4 Polisi melakukan penggeledahan dan penyitaan 
barang dirumah anda 
8 22 
5 Barang yang disita berkaitan dengan kejahatan 
yang anda lakukan 
8 _ 
6 Diperlihatkan surat izin penggeledahan dan 
penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 
Sungguminasa 
_ 8 
7 Pada saat penggeledahan dilakukan, disaksikan _ 8 
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oleh dua orang saksi atau disaksikan oleh kepala 
desa/kepala lingkungan 
8 Mengetahui adanya ganti kerugian dari negara 
kepada tersangka apabila dikenakan tindakan 
upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak 
hukum yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
12 18 
9 Anda didampingi oleh penasihat hukum/advokat 7 23 
Sumber : Hasil Kuisioner Di Kepolisian Resort Gowa 
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden masyarakat 
Kabupaten Gowa yang sementara menjalani masa penahanan di 
Kepolisian Resort Gowa,  enam diantaranya mengaku bahwa pada saat 
akan ditangkap oleh aparat kepolisian tidak mendapat surat perintah 
penangkapan dan terdapat enam tersangka yang mengaku bahwa pada 
saat akan ditahan aparat kepolisian yang ditugaskan untuk menahannya 
tidak menyampaikan fotocopy surat perintah penahanan kepada 
keluarganya. 
 Sedangkan tindakan upaya paksa dalam hal penggeledahan dan 
penyitaan terdapat delapan tersangka yang mengaku bahwa pada saat 
akan dilakukan penggeledahan dan penyitaan dirumah tersangka tidak 
diperlihatkan surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Ketua 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dan pada saat penggeledahan dan 
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penyitaan dilakukan tidak disaksikan oleh dua orang saksi atau disaksikan 
oleh kepala desa/kepala lingkungan.  
Selain itu tabel di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden, 
terdapat 12 tersangka yang mengetahui adanya ganti kerugian dari negara  
apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak 
hukum sedangkan 18 tersangka lainnya tidak mengetahui hal tersebut 
serta terdapat tujuh tersangka yang didampingi oleh penasihat 
hukum/advokat dan 23 tersangka lainnya tidak didampingi oleh penasihat 
hukum/advokat. 
Dalam hal ini penulis akan membahas kasus yang pernah dialami 
oleh Dg.Mone yang dikenakan tindakan penggeledahan dan penyitaan 
barang oleh aparat hukum, kasusnya berawal dari uang senilai Rp. 
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang didapatnya dari hadiah dalam 
bungkusan sejenis makanan ringan yang diberikan kepada keponakannya 
untuk dibelanjakan dan tanpa diketahuinya uang tersebut adalah uang 
palsu. setelah ada laporan dari pihak yang dirugikan, polisi segera 
melakukan penggeledahan dan penyitaan dirumah Dg.Mone tetapi bukan 
mesin pembuat uang palsu atau uang palsu yang disita melainkan sebuah 
badik yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang ia 
lakukan. Penyitaan dan penggeledahan inipun dilakukan tanpa 
diperlihatkan surat izin dari pengadilan dan tanpa disaksikan oleh dua 
orang saksi atau kepala desa/kepala lingkungan.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Dg.Mone, alasan tidak 
mengajukan tuntutan ganti kerugian karena dia tidak mengetahui adanya 
ganti kerugian dan tidak ingin memperpanjang masalah, dia sudah 
bersyukur  dan puas telah bebas dari tahanan. 
Selain kejadian yang dialami oleh Dg. Mone, masih terdapat 
beberapa mantan tersangka/terdakwa yang pernah mengalami tindakan 
upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Gowa, 
diantaranya Ilham, Anca, Udink, Indra, Ca’di, masing-masing pernah 
mengalami penangkapan oleh aparat kepolisian selama 2 X 24 jam yang 
telah melanggar Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa 
perintah penangkapan dilakukan untuk waktu paling lama satu hari atau 1 
X 24 jam. Berdasarkan hasil kuisioner, alasan mereka tidak mengajukan 
tuntutan ganti kerugian yaitu karena mereka tidak mengetahui adanya 
ganti kerugian dan meskipun mereka telah mengetahuinya mereka tidak 
akan menuntut ganti kerugian karena tidak ingin memperpanjang masalah 
selain itu ada pula yang beralasan tidak memiliki biaya untuk menuntut 
ganti kerugian. 
Dari hasil kuisioner terhadap masyarakat Kabupaten Gowa  yang 
pernah dikenakan tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum dan 
terhadap masyarakat Kabupaten Gowa yang sementara menjalani masa 
penahanan di Kepolisian Resort Gowa, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
tindakan upaya paksa tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum di Kabupaten Gowa selain itu masyarakat Kabupaten Gowa sangat 
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sedikit yang mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila 
dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum. 
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam pemenuhan Ganti 
Kerugian Bagi Tersangka Yang Mengalami Tindakan Upaya Paksa 
Tidak Sah Oleh Penegak Hukum di Kabupaten Gowa 
Meskipun hak mereka (tersangka/terdakwa) untuk mendapatkan 
ganti kerugian telah memiliki aturan, masih banyak masyarakat awam 
yang tidak mengetahui haknya dan banyak pula yang mengetahuinya 
tetapi mereka memilih untuk  tidak menggunakan hak tersebut dengan 
alasan untuk mendapatkan ganti kerugian butuh proses yang panjang, 
berbelit-belit, dan mengeluarkan banyak biaya sedangkan ganti kerugian 
yang didapatkan tidak setimpal dengan proses yang ditempuh. 
Secara garis besar, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh 
tersangka/terdakwa yang dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh 
aparat penegak hukum untuk mendapatkan ganti kerugian dari negara, 
yaitu : 
1. Kendala Ketidaktahuan 
Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui adanya ganti 
kerugian dari negara apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah 
oleh aparat penegak hukum dan ada pula masyarakat yang telah 
mengetahui hal tersebut, tetapi tidak mengetahui kemana harus 




2. Kendala Budaya 
Sebagian besar masyarakat  yang pernah mengalami tindakan upaya 
paksa tidak sah, memilih untuk tidak menuntut  ganti kerugian karena 
sudah merasa bersyukur dan puas apabila sudah bebas dari tahanan. 
Selain itu, mereka dengan sangat mudah memaafkan kesalahan aparat 
penegak hukum tersebut, mereka beranggapan bahwa aparat penegak 
hukum itu juga adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.  
3. Kendala Psikologi 
Masyarakat pada umumnya kurang mempercayai aparat penegak 
hukum, khususnya masyarakat yang berpendidikan rendah mereka 
beranggapan bahwa hanya orang yang berduit saja yang akan 
mendapatkan keadilan, stigma pemikiran inilah yang mempengaruhi 
masyarakat sehinga lebih banyak yang tidak ingin berhubungan dengan 
pengadilan apalagi dalam menuntut ganti kerugian, mereka beranggapan 
bahwa untuk menuntut ganti kerugian hanya akan memperpanjang 
masalah dan buang waktu saja karena walaupun menggugat tidak akan 
dikabulkan.    
4. Kendala Undang-Undang Yang Mengatur 
Undang-undang yang dimaksud disini adalah peraturan tertulis 
yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah. 
Dalam hal ganti kerugian, KUHAP sudah mengatur hak 
tersangka/terdakwa yang tidak terbukti bersalah dan dijatuhi putusan 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan berhak 
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menuntut ganti kerugian. KUHAP juga telah dilengkapi dengan Peraturan 
Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP (Kemudian 
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan KUHAP) serta dilengkapi dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia No.983/KMK.01/1983 yang mengatur 
proses pembayaran ganti kerugian. 
Namun apabila diamati peraturan-peraturan tersebut, dapat 
dikatakan bahwa untuk dapat memperoleh ganti kerugian membutuhkan 
proses yang panjang karena pemohon harus menunggu kelengkapan 
berkas, yang tentunya membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit 
serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga belum 
mencerminkan asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana. 
5. Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
Dalam hal ini penulis mengutip pendapat dari Soerdjono Soekamto 
yang menyatakan : 
Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana dan 
fasilitas tersebut mencakup tenaga-tenaga manusia yang 
berpendidikan dan terampil, keuangan yang cukup dan 
seterusnya.(Soerdjono Soekamto,1977:33) 
 
Dalam hal pemenuhan ganti kerugian bagi tersangka/terdakwa yang 
dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh penegak hukum, baik 
sumber daya manusia yang berkwalitas maupun dana serta tata kelola 
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organisasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung penegakan 
hukum.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim pada 
Pengadilan Negeri Sungguminasa, bapak Mohamad Sholeh, SH.,MH. Ada 
beberapa kendala sehingga permohonan praperadilan tidak dikabulkan 
yaitu :  
1. Kendala Proses di Pengadilan   
a.  Bentuk Gugatan 
Di dalam isi gugatannya terdapat kelemahan, tidak tepat cara 
menguraikan isi gugatan, dan sebagainya.  
b. Tidak Bisa Membuktian  
Kebanyakan gugatan yang masuk, tidak bisa membuktikan adanya 
tindakan upaya paksa tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum. Misalnya, tersangka mengaku pada saat akan ditangkap tidak 
diberikan surat perintah penangkapan, setelah diperiksa ternyata surat 
perintah penangkapan itu ada, dan sebagainya. 
c. Pemikiran Hakim 
 Dalam hal pemikiran hakim, dapat kita golongkan menjadi dua aliran. 
Aliran pertama, tidak ingin keluar dari aturan yang diatur dalam KUHAP. 
Hakim dengan aliran ini, berpendapat bahwa pihak yang dapat 
dipraperadilankan hanya penyidik dan penuntut umum. begitu pula 
terhadap jenis tindakan upaya paksa yang dapat dimohonkan 
praperadilan, mereka berpedoman pada Pasal 77 KUHAP, bahwa yang 
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dapat dimohonkan praperadilan yaitu terbatas pada sah atau tidaknya 
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan, sedangkan mengenai sah tidaknya penggeledahan dan 
penyitaan mereka akan menolak untuk memeriksa permohonan 
praperadilan tersebut.  Aliran kedua, berfikiran lebih luas. Hakim dengan 
aliran ini, berpendapat bahwa pihak yang dapat dipraperadilankan bukan 
hanya penyidik dan penuntut umum. Tetapi Hakim, Petugas Kehutanan, 
Rutan, Bea Cukai, Satpol PP, dan sebagainya, juga dapat 
praperadilankan. Dan bukan hanya sebatas memeriksa sah tidaknya 
penangkapan, penahanan, penghentian penydikan, dan penghentian 
penuntutan, tetapi hakim dengan aliran pemikiran ini juga memeriksa  
segala jenis tindakan upaya paksa tidak sah baik itu, 
penahanan,penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.  
 Perbedaan pemikiran ini disebabkan karena KUHAP sendiri tidak 
mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat dipraperadilankan, KUHAP 
hanya mengatur hak tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian 
apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak 
hukum. 
2. Kendala Politik 
a. Aparat Penegak Hukum 
Aparat penegak hukum pada dasarnya ingin diakui eksistensinya 
ditengah-tengah masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya seringkali keluar dari aturan yang diatur dalam 
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perundang-undangan. Dengan adanya forum praperadilan maka 
tersangka yang menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak 
hukum diberikan tempat untuk memperjuangkan haknya, dalam menuntut 
ganti kerugian kepada negara. Namun, dalam memperjuangkan hak 
tersangka tersebut tidak mudah, karena harus berhadapan dengan aparat 
penegak hukum itu sendiri. Hal inilah yang turut mempengaruhi  sehingga 
sangat kurang gugatan praperadilan yang dikabulkan karena dengan 
banyaknya permohonan peraperadilan yang dikabulkan akan 
mempengaruhi eksistensi dari aparat penegak hukum. 
b. Criminal Justice System 
     Dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian hukum. Masing-masing petugas hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) 
meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu 
kesatuan sistem.  Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut 
harus berhubungan secara fungsional. Karena seperti yang diketahui 
bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut, adalah merupakan suatu 
sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri dari atas unsur-
unsur yang saling berhubungan secara fungsional.  Namun kenyataanya, 
aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menjalankan 
tugas dan kewenagannya tidak berhubungan satu sama lain. Polisi dan 
jaksa menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat eksekutif, yang 
artinya hanya mewujudkan tujuan hukum dari segi kepastian hukum 
sedangkan hakim menjalankan tugas dan kewenagannya selain sebagai 
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eksekutif berperan pula sebagai yudikatif, artinya selain dituntut untuk 
mewujudkan kepastian hukum, dituntut pula untuk mewujudkan tujuan 
hukum yang lain yaitu kemanfaatan dan keadilan.  
c. Kelemahan Forum Praperadilan  
     Praperadilan dalam KUHAP masih mengandung kelemahan, 
berdasarkan praktik selama ini, kelemahan-kelemahan itu mendorong Tim 
penyusun RUU KUHAP ingin mengubah praperadilan dengan konsep 
hakim komisaris. Selama ini, praperadilan terlalu mengedepankan 
fomalitas sehingga kurang bisa mengungkap kebenaran yang didalilkan 
pemohon.  Hakim sangat terkungkung pada pemeriksaan formal. selain 
itu, praperadilan yang dianut KUHAP belum menyentuh uji keabsahan 
penggeledahan dan penyitaan. Padahal kedua perbuatan itu sering 
dilakukan penyidik dan tidak menutup kemungkinan dilakukan sewenang-
wenang. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Hukum 
Nasional (selanjutnya disingkat KHN) memperkuat sinyalemen tentang 
kelemahan konsep praperadilan dalam KUHAP. Dari 363 responden di 33 
provinsi, mayoritas menyetujui bahwa konsep praperadilan yang berlaku 
selama ini merupakan salah satu kelemahan mendasar dari KUHAP. 
Sebab praperadilan lebih banyak tertuju pada dipenuhinya syarat-syarat 
formil  suatu penahanan atau penangkapan.  Kesetujuan responden malah 
dikategorikan “sangat kuat”, 102 responden menyatakan sangat setuju, 
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dan 197 meyatakan setuju. Hanya 54 responden yang tidak setuju, dan 5 
orang sangat tidak setuju. 
Survei itu menjadi sangat penting karena respondennya 
kebanyakan adalah mereka yang sehari-hari bergelut dengan hukum. 
Responden berasal dari kehakiman, kejaksaan, kepolisian, petugas lapas 
atau rutan, advokat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. 
Secara normatif, ada empat kelemahan dasar praperadilan yang 
ditemukan KHN, antara lain : 
1. Proses pengadilan atas praperadilan hanya dapat dilaksanakan 
jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak ada 
pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya 
tindakan penyidik dan penuntut umum. dalam praperadilan, 
hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa jika ada inisiatif. 
Dalam memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan atau 
penahanan (Pasal 79 KUHAP), inisiatif datang dari tersangka, 
keluarga atau kuasanya. Untuk memeriksa sah tidaknya 
penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatif datang dari 
penydik, penuntut, atau pihak ketiga (Pasal 80 KUHAP). Lalu, 
untuk permintaan ganti kerugian inisiatif datang dari tersangka 
atau pihak ketiga (Pasal 81 KUHAP). 
2. Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika 
perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf 
d KUHAP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa 
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pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan 
praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. 
3. Tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga 
menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang mengujinya. 
Lagi pula hakim hanya memperhatikan pemenuhan syarat 
formal, dan tidak menyentuh syarat materil. 
4. Batas waktu pemeriksaan praperadilan sangat singkat, yaitu 
tujuh hari. Sangat tidak memadai bagi hakim untuk memeriksa 



















A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Implementasi pemberian ganti kerugian bagi tersangka yang dikenakan 
tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum di 
Kabupaten Gowa belum optimal, hal ini didasarkan pada hasil 
penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Gowa, 
sangat sedikit yang mengetahui adanya ganti kerugian dari negara 
apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat 
penegak hukum. Sementara, masih terdapat tersangka maupun 
mantan tersangka yang pernah mengalami ataupun sementara 
mengalami tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak 
hukum di Kabupaten Gowa.  
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan ganti kerugian bagi 
tersangka yang mengalami tindakan upaya paksa tidak sah oleh 
penegak hukum di Kabupaten Gowa, yaitu : 
a. Kendala ketidaktahuan;  
b. Kendala budaya; 
c. Kendala psikologi; 
d. Kendala undang-undang yang mengatur; 
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e. Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum; 
f. Kendala proses di pengadilan; 
g. Kendala politik. 
B. Saran  
1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemenuhan 
hak-hak mereka terutama hak mereka untuk menuntut ganti 
kerugian. Selain itu, diperlukan proses yang tidak lama, sederhana, 
dan biaya ringan dalam menuntut ganti kerugian agar mantan 
tersangka tersebut dapat menuntut pemenuhan haknya atas 
kerugian yang telah dialaminya akibat tindakan aparat penegak 
hukum yang tidak sah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat awam 
dapat menggunakan hak mereka dengan sebaik-baiknya. 
2. Perlu adanya peningkatan jumlah ganti kerugian karena jumlah 
yang ditentukan dalam KUHAP sangat sedikit dan tentu saja tidak 
mencukupi lagi pada masa sekarang. Apabila jumlah ganti kerugian 
diperbesar, hal ini tentu saja akan meningkatkan minat mantan 
tersangka yang telah dilanggar haknya tersebut untuk mengajukan 
permohonan ganti kerugian, yang dalam hal ini setimpal dengan 
proses yang telah mereka lakukan untuk memperoleh ganti 
kerugian. Selain itu, dengan jumlah ganti kerugian yang besar, 
negara tentunya akan memberikan sanksi yang tegas kepada 
aparat penegak hukum yang lalai dan sengaja melakukan 
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kesalahan dalam menjalankan tugasnya dan hal ini tentu saja dapat 
menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi 
tersangka yang dilanggar haknya tersebut. 
3. Perlu adanya pengaturan yang sistematis, rinci, dan jelas dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pengaturan 
mengenai praperadilan, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat 
dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan agar tidak 
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DAFTAR PERTANYAAN (KUISIONER) 
Hari/tanggal : ………………………… 
Nama : ………………………………… 
Tempat/tgl lahir : …………………….. 
Alamat : ……………………………….. 
 
Untuk orang yang sementara menjalani masa penahanan 
 
1. Dalam hal apa anda ditahan? 
Jawab :  _____________________________________________ 
2. Di polsek/polres mana anda  ditahan? 
Jawab :  _____________________________________________ 
3. Berapa lama anda ditahan di polsek/polres? 
Jawab :  _____________________________________________ 
4. Berapa lama anda ditahan di Kejaksaan Negeri Sungguminasa? 
Jawab :  _____________________________________________ 
5. Berapa lama anda ditahan di Pengadilan Negeri Sungguminasa? 
Jawab :  _____________________________________________ 
6. Apakah pada waktu anda akan ditangkap diperlihatkan  surat perintah 
penangkapan  yang mencantukan nama anda yang diduga melakukan tindak 
pidana?  
a. Ya                                      b. Tidak 
7.  Apakah pada waktu anda akan ditangkap  diperlihatkan surat tugas yang 
mencantukan nama aparat kepolisian yang ditugaskan untuk menangkap 
anda? 
a. Ya                                     b. Tidak 
8. Apakah pada waktu anda akan ditahan, aparat penegak hukum yang 
ditugaskan menahan anda  menyampaikan pula foto copy surat perintah 
penahanan kepada keluarga anda?  
a. Ya                                     b. Tidak 
9. Apakah anda tahu bahwa apabila dikenakan tindakan penangkapan atau 
penahanan tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud nomor 6,7,8, dapat 
memohonkan kepada pengadilan tentang tidak sahnya penangkapan atau 
 
 
penahanan sekaligus meminta ganti kerugian atas penangkapan atau 
penahanan tidak sah tersebut? 
a. Ya                                     b. Tidak 
10. Kalau anda tahu mengapa anda tidak menggunakan hak itu? 
Alasan :  _____________________________________________ 
                          _____________________________________________ 
11. Apakah polisi melakukan penggeledahan dan penyitaan barang di rumah 
anda  ?  
a. Ya                                     b. Tidak 
12. Apakah barang yang disita berkaitan dengan kejahatan yang anda lakukan? 
a. Ya                                     b. Tidak 
13. Apakah  pada waktu dilakukan penggeledahan/penyitaan disaksikan oleh 2 
orang saksi atau disaksikan oleh kepala lingkungan/kepala desa?  
a. Ya                                     b. Tidak 
14. Apakah anda tahu bahwa apabila barang yang disita  tidak memenuhi 
persyaratan yang dimaksud nomor 11, 12, 13, dapat memohonkan kepada 
pengadilan tentang tidak sahnya penggeledahan dan penyitaan barang 
sekaligus meminta ganti kerugian atas penggeledahan dan penyitaan tidak 
sah tersebut? 
a. Ya                                     b. Tidak 
15. Kalau anda tahu mengapa anda tidak menggunakan hak itu? 
      Alasan :  _____________________________________________ 
                _____________________________________________ 
16. Apakah anda didampingi oleh penasihat hukum/pengacara? 





DAFTAR PERTANYAAN (KUISIONER) 
Hari/tanggal : ………………………… 
Nama : ………………………………… 
Tempat/tgl lahir : …………………….. 
Alamat : ……………………………….. 
 
Untuk orang yang pernah dikenakan tindakan upaya paksa (Penahanan, 
Penangkapan, Penyitaan, dan Penggeledahan) 
 
17. Apakah anda pernah mengalami penahanan oleh kepolisian ? 
 a. Ya                                     b. Tidak  
18. Apakah anda pernah mengalami penahanan oleh jaksa/penuntut umum ? 
a. Ya                                     b. Tidak 
19. Apakah anda pernah mengalami penahanan oleh hakim ? 
a. Ya                                     b. Tidak 
20. Dalam hal apa anda ditahan? 
Jawab :  _____________________________________________ 
21. Di polsek mana anda  ditahan? 
Jawab :  _____________________________________________ 
22. Berapa lama anda ditahan di polsek? 
Jawab :  _____________________________________________ 
23. Berapa lama anda ditahan di Kejaksaan Negeri Sungguminasa? 
Jawab :  _____________________________________________ 
24. Berapa lama anda ditahan di Pengadilan Negeri Sungguminasa? 
Jawab :  _____________________________________________ 
25. Apakah pada waktu anda akan ditangkap diperlihatkan  surat perintah 
penangkapan yang mencantukan nama anda yang diduga melakukan tindak 
pidana?  
a. Ya                                      b. Tidak 
26.  Apakah pada waktu anda akan ditangkap diperlihatkan surat tugas yang 
mencantukan nama aparat kepolisian yang ditugaskan untuk menangkap 
anda? 
b. Ya                                     b. Tidak 
 
 
27. Apakah pada waktu anda akan ditahan, aparat penegak hukum yang 
ditugaskan menahan anda  menyampaikan pula foto copy surat perintah 
penangkapan kepada keluarga anda?  
b. Ya                                     b. Tidak 
28. Apakah anda tahu bahwa apabila dikenakan tindakan penangkapan atau 
penahanan tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud nomor 9,10,11, 
dapat memohonkan kepada pengadilan tentang tidak sahnya penangkapan 
atau penahanan sekaligus meminta ganti kerugian atas penangkapan atau 
penahanan tidak sah tersebut? 
a. Ya                                     b. Tidak 
29. Kalau anda tahu mengapa anda tidak menggunakan hak itu? 
Alasan :  _____________________________________________ 
                          _____________________________________________ 
30. Apakah polisi melakukan penggeledahan dan penyitaan barang di rumah 
anda  ?  
b. Ya                                     b. Tidak 
31. Apakah barang yang disita berkaitan dengan kejahatan yang anda lakukan? 
b. Ya                                     b. Tidak 
32. Apakah diperlihatkan surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Ketua 
Pengadilan Negeri Sungguminasa?  
a. Ya                                     b. Tidak 
33. Apakah  pada waktu dilakukan penggeledahan/penyitaan disaksikan oleh 2 
orang saksi atau disaksikan oleh kepala lingkungan/kepala desa?  
b. Ya                                     b. Tidak 
34. Apakah anda tahu bahwa apabila barang yang disita  tidak memenuhi 
persyaratan yang dimaksud nomor 15, 16,17, dapat memohonkan kepada 
pengadilan tentang tidak sahnya penggeledahan dan penyitaan barang 
sekaligus meminta ganti kerugian atas penggeledahan dan penyitaan tidak 
sah tersebut? 
b. Ya                                     b. Tidak 
35. Kalau anda tahu mengapa anda tidak menggunakan hak itu? 
     Alasan :   _____________________________________________ 
                _____________________________________________ 
 
 
36. Pada saat menjalani proses hukum, anda didampingi oleh penasihat 
hukum/pengacara? 
b. Ya                                     b. Tidak 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
